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MOTTO 
                         
                    
Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.(Q.S.An-Nur ayat : 32). 
  
“Bersyukur dalam Ucapan dan Tindakan, 
Berdoa dalam Setiap Keadaan, 
Bahagia dalam Kehidupan, 
Maka Berhati-hatilah dalam Segalanya”. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas 
Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut 
adalah: 
1. Konsonan  
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث s\a s \ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح h}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal z\ Zet (dengan titik di atas) 
ز ra R Er 
ش zai Z Zet 
ض sin S Es 
ش syin sy Es dan ye 
ix 
 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain ...‟.... Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
و mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ي ha H Ha 
ء hamzah ...‟.... Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
 Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
x 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 ةتك Kataba 
2 سكذ Z|ukira 
3 ةهري Yaz|habu 
 
b. Vokal Rangkap 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka translierasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
ي ........أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ..........أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Haula 
 
3. Maddah  
 Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
xi 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
...أي ....  Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي ........أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas  
و .........أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
 Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-at}fa>l raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T}alhah 
 
 
xii 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اىّتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala  
 
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata 
yang mengikuti dan dihubugkan dengan kata sambung. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
 
xiii 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala  
2. نورخأت ta‟khuduna 
3. ؤىنا An-Nau‟u 
 
8. Huruf Kapital 
 Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. لىسز لاإ دمحم امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
2. هيمناعنا بز للها دمحنا Al-hamdu lillahi rabbil’a>lami>na 
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9. Penulisan Kata 
 Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan denga kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka peulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan 
dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
 Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab  Transliterasi  
1. هيقشاسناسيخ ىهن للها نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n  
2. ناصيمناو ميكنا اىفوأف Fa aufu> al-Kila wa al-mi>za>na/ Fa auful-
kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
Novitasari, 132121022, “Perkawinan Antara Paman Dengan Keponakan 
di Desa Cermo Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali.”  
Perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan persetubuhan antara 
laki-laki dan perempuan sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama 
secara sah dalam rangka membentuk kelurga (rumah tangga) yang bahagia, tentram 
dan kekal serta kasih sayang dengan tujuan memperoleh keturunan. Penelitian ini 
terkait dengan masalah perkawinan yang timbul dalam hukum keluarga. Meskipun 
dalam hukum Islam dan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah mengatur 
mengenai tata cara perkawinan maupun larangan perkawinan, namun kenyataannya 
masih ada penyimpangan yang telah terjadi di masyarakat, salah satunya adalah 
perkawinan antara paman dengan keponakan dan perkawinan tersebut telah 
dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama hendaknya lebih berhati-
hati dalam melakukan pencatatan nikah, karena pencatatan perkawinan dalam hukum 
Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dengan tujuan untuk menjamin 
ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya.  
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan 
perkawinan antara paman dengan keponakan di Desa Cermo Kecamatan Sambi 
Kabupaten Boyolali, Bagaimana pandangan atau pemahaman masyarakat Desa 
Cermo Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali tentang hukum Islam dan hukum 
positif yang melarang pernikahan antara paman dengan keponakan dan Bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan antara paman dengan keponakan.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 
menggunakan penelitian dengan metode kepustakaan maupun lapangan, maksud dari 
penelitian lapangan yaitu peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan 
pengamatan tentang suatu fenomena yang dapat diamati dengan cara tatap muka atau 
wawancara. 
Berdasarkan metode yang digunakan, hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa perkawinan antara paman dengan keponakan telah terjadi di Desa Cermo 
Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor 
Urusan Agama bahwa perkawinan antara paman dengan keponakan termasuk 
perkawinan yang dilarang, karena perkawinan tersebut termasuk dalam larangan 
perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya (Mahram Muabbad) yang 
disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan atau nasab, hal ini sudah dijelaskan 
di dalam Al Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 23.    
 
Kata Kunci : Perkawinan, Pencatatan, Mahram, Nasab.  
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ABSTRACT 
Novitasari, 132121022, "Marriage Between Uncle With Nephew in Cermo 
Village, Sambi Sub District, Boyolali District." 
Marriage is a contract to justify sexual intercourse between men and women 
as well as an inner bond to live together legitimately in order to form a happy, 
peaceful and eternal family and affection for the purpose of obtaining offspring. This 
study is related to marital problems arising in family law. Although in Islamic law 
and legislation that exist in Indonesia has regulated the marriage or marriage ban, but 
in fact there are still irregularities that have occurred in the community, one of which 
is a marriage between uncle and niece and marriage has been registered at the Office 
of Religious Affairs . The Office of Religious Affairs should be more careful in 
registering marriage, since marriage registration in Islamic law has a very important 
position with the aim of ensuring the order and legal certainty of its people. 
This study was conducted to find out how the implementation of marriage 
between uncle and nephew in Cermo Village Sambi District Boyolali District, How is 
the view or understanding of the people of Cermo Village Sambi District Boyolali 
regency about Islamic law and positive law that prohibits marriage between uncle and 
nephew and How the review of Islamic law against Marriage between uncle and 
niece. 
This research uses descriptive qualitative research method, that is using 
research with library method and field, the purpose of field research that is researcher 
go to field to make observation about a phenomenon that can be observed by face to 
face or interview. 
Based on the method used, the results of this study indicate that the marriage 
between uncle and nephew has occurred in Cermo Village Sambi District Boyolali 
District and his marriage has been registered at the Office of Religious Affairs that 
the marriage between uncle and niece including marriage is prohibited, because the 
marriage is included in the ban A marriage that is forbidden forever (Mahram 
Muabbad) caused by a kinship or nasab relationship, this is already described in the 
Qur'an An-Nisa 'verse 23. 
 
Keywords: Marriage, Listing, Mahram, Nasab 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kenyataan atau realita perkawinan antara paman dengan keponakan  
terjadi di Desa Cermo Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali terdapat 2 (dua) 
pasangan yang bernama Agus Supriyanto menikah dengan Suwarti pada 
tanggal 20 Agustus 1998 beralamat di Dukuh Ngledok Desa Cermo dan kedua 
bernama Supat menikah dengan Ruminem sekitar tahun 1996 beralamat di 
Dukuh Cermo Desa Cermo. Kenyataannya perkawinan antara paman dengan 
keponakan yang terjadi di Desa Cermo Kecamatan Sambi secara administatif 
disahkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama.  
Motivasi yang terjadi perkawinan antara paman dengan keponakan di 
Dukuh Ngledok Desa Cermo Kecamatan Sambi disebabkan adanya 
kesepakatan mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya Agus 
Supriyanto agar tidak berpindah kepada saudaranya yang lain, terbukti terjadi 
harta bagian kakaknya yang laki-laki bernama Supono beralamat di Dukuh 
Ngledok Desa Cermo, harta berupa tanah dan bangunan rumah berukuran 9 
m2 x 12 m2 sebenarnya tanah tersebut dari orang tuanya Agus Supriyanto 
diberikan kepada kakaknya, tetapi tanah tersebut disertifikatkan atas nama 
Agus Supriyanto tanpa sepengetahuan kakaknya, sehingga mengakibatkan 
kakaknya tidak mempunyai hak milik terhadap tanah tersebut karena tidak 
mempunyai tanda bukti atau sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten 
1 
2 
 
 
Boyolali.
1
 Sedangkan di Dukuh Cermo Desa Cermo disebabkan karena 
kehamilan diluar nikah, sebelum menikah Ruminem sudah hamil dulu dengan 
Supat.
2
  
Kronologi perkawinan antara paman dengan keponakan di Dukuh 
Ngledok Desa Cermo Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali terjadi ketika 
ibunya Suwarti mengatakan kepada saudara kakeknya Suwarti bahwa Suwarti 
telah hamil, sehingga saudara kakeknya Suwarti percaya, akhirnya Suwarti 
dan Agus Supriyanto dinikahkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi. 
Lama kelamaan saudaranya mengetahui bahwa Suwarti menikah dengan Agus 
Supriyanto tidak hamil. Dalam hal ini, ibunya Suwarti hanya berbohong agar 
mereka dapat dinikahkan. Secara kenyataannya mereka menikah pada bulan 
Agustus 1998 dan Suwarti melahirkan anak yang pertama lahir pada bulan 
Februari 2002.
3
 
Sedangkan, kronologi di Dukuh Cermo Desa Cermo, perkawinan 
paman dengan keponakan terjadi karena ketika dahulu keluarga mereka di 
Sumatera, keluarga dari pihak laki-laki orangnya kaya, setelah itu mereka 
suka sama suka. Ruminem sebelum menikah hamil diluar nikah dengan Supat, 
akhirnya mereka menikah, dicatatkan di Kantor Urusan Agama Sumatera.
4
 
                                                          
1
 Supono, kakak dari pelaku, Wawancara Pribadi, 27 Januari 2017,  jam 16.00 – 17.00 WIB.   
2
 Manuar, masyarakat Dukuh Cermo, Wawancara Pribadi, Jumat 19 Mei 2017, jam 09.00 - 
10.00 WIB.
 
3
 Supono, kakak dari pelaku, Wawancara Pribadi, 20  Mei 2017, jam 16.00 – 17.30 WIB. 
4
 Erna, adik keponakan dari pelaku, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2017, jam 09.00 - 10.00 
WIB. 
3 
 
 
Perkawinan merupakan suatu akad persetujuan antara seorang pria dan 
seorang wanita yang mengakibatkan kehalalan pergaulan (hubungan) suami 
istri. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan 
ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk kelurga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang 
sangat kuat atau mitsaqan ghalidan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya menurut ibadah.
5
 
Untuk melakukan perkawinan harus ada rukun dan syarat perkawinan 
antara lain : 
a. Calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. 
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. 
c. Adanya dua orang saksi. 
d. Sighat akad nikah, yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau 
wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki laki.
6
 
Meskipun perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat yang 
ditentukan belum tentu perkawinannya sah, karena perkawinannya telah 
terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan disebut 
                                                          
5
 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta : 
Teras, 2011),  hlm. 30. 
6 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 46 – 47 . 
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dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan 
adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan.
7
  
Dalam artian tidak semua perempuan boleh dinikahi. Adapun syarat 
perempuan yang boleh dinikahi, hendaknya bukan orang yang haram bagi laki 
laki yang akan menikahinya, baik larangan perkawinan yang haram untuk 
selamanya maupun larangan perkawinan yang haram untuk sementara. 
Pertama, larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam 
arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki laki dan perempuan 
tidak boleh melakukan perkawinan yang disebut mahram muabbad. Sebab 
sebab pernikahan yang haram selamanya, yaitu : 
a. Disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan atau nasab yaitu 
perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki untuk 
selamanya yang disebabkan hubungan kekerabatan atau nasab.
8
 
b. Disebabkan karena adanya hubungan perkawinan atau hubungan 
mushaharah yaitu hubungan antara laki laki dengan kerabat dari 
perempuan atau terjadi hubungan antara perempuan dengan kerabat dari 
laki laki. 
c. Disebabkan karena hubungan persusuan.9 
                                                          
7
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta, Kencana : 2006), hlm. 109. 
8
 Ibid…, hlm. 110. 
9
 Ibid…, hlm. 112 
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Kedua, larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti 
berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, yang disebut mahram muaqqat.  
Apabila hal tersebut sudah tidak ada maka larangan itu sudah tidak berlaku 
lagi.
10
 
Keharaman melakukan pernikahan untuk selamanya (mahram 
muabbad) yang disebabkan karena hubungan kekerabatan atau nasab 
disebutkan dalam Surat An-Nisa‟ ayat 23 : 
                
                          
                       
                    
                       
                       
           
Artinya :  
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 
perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak 
                                                          
10
 Ibid…, hlm. 124. 
6 
 
 
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang 
menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); 
anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu 
campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 
bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan 
(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah 
terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.
11
 
Larangan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 
1 Tahun 1974) pasal 8 yang berbunyi perkawinan dilarang antara dua orang 
yang : 
a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. 
b. berhubungan darah dalam garis lurus menyamping yaitu antara saudara, 
antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan 
saudara neneknya. 
c. hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak 
tiri. 
d. berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, 
dan bibi atau paman susuan. 
e. berhubungan saudara dengan istri, sebagai bibi atau kemenakan dari istri, 
dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. 
                                                          
11
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan terjemahannya, Pustaka Agung 
Harapan , 2006. hlm. 105.  
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f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 
berlaku, dilarang kawin. 
12
 
Larangan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39 : 
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang 
wanita disebabkan: 
1. Karena pertalian nasab : 
a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang diturunkannya atau 
keturunannya.  
b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. 
c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 
2. Karena pertalian kerabat semenda : 
a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. 
b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya 
c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali 
putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al 
dukhul.  
d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunanya.13 
3. Karena pertalian susuan : 
a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus 
keatas; 
                                                          
12
 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum 
Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2015). hlm. 5. 
13
 Ibid…, hlm. 333. 
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b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke 
bawah; 
c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke 
bawah; 
d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; 
e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.14 
Sedangkan dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan 
perkawinan batal (batal demi hukum) apabila :  
a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad 
nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu 
dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj‟i. 
b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili‟annya. 
c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi tiga kali talak 
olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan 
pria lain kemudian bercerai lagi ba‟da dukhul dari pria tersebut dan 
telah habis masa iddahnya. 
d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan 
darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang 
menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974, yaitu: 
                                                          
14
Ibid…, hlm. 334. 
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1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun 
ke atas. 
2. berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu 
antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan 
antara seorang dengan saudara neneknya. 
3. hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau 
bapak tiri. 
4. berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara 
susuan, bibi atau paman susuan. 
e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari 
istri atau istri-istrinya.
15
 
Dari penjelasan mengenai larangan perkawinan dalam Surat An-Nisa‟ 
ayat 23, bahwa perkawinan antara paman dengan keponakan termasuk 
perkawinan yang dilarang, karena perkawinan tersebut termasuk dalam 
larangan perkawinan untuk selamanya (Mahram Muabbad) yang disebabkan 
karena adanya hubungan kekerabatan atau nasab dan seperti yang dijelaskan 
dalam Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) Pasal 8 
maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 dan Pasal 70. 
Tetapi, secara kenyataannya atau realita perkawinan antara paman 
dengan keponakan yang terjadi di Desa Cermo Kecamatan Sambi  Kabupaten 
                                                          
15
 Abdullah Tri Wahyudi, Hukum Acara Peradilan Agama, ( Bandung : Bandar Maju, 2014), 
hlm. 51. 
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Boyolali, perkawinannya masih berlangsung. Padahal, yang melakukan 
perkawinan antara paman dengan keponakan beragama Islam dan 
perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama. 
 Dalam hal ini, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji penelitian 
mengenai pelaksanaan perkawinan antara paman dengan keponakan maupun 
pemahaman masyarakat terkait perkawinan antara paman dengan keponakan 
yang terjadi dan dilakukan di Desa Cermo Kecamatan Sambi Kabupaten 
Boyolali dan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan antara paman dengan 
keponakan. Dari hal tersebut, maka penulis memilih judul skripsi 
“Perkawinan Antara Paman dengan Keponakan di Desa Cermo, 
Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali”. 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah yang dipaparkan itu maka dapat dirumuskan 
kedalam rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan antara paman dengan keponakan di 
Desa Cermo, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali? 
2. Bagaimana pandangan atau pemahaman masyarakat Desa Cermo, 
Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali tentang hukum Islam dan hukum 
positif yang melarang pernikahan antara paman dengan keponakan? 
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan antara paman 
dengan keponakan? 
C. Tujuan Penelitian 
11 
 
 
Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Adapun 
yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan antara paman dengan 
keponakan di Desa Cermo, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. 
2. Untuk mengetahui pandangan atau pemahaman masyarakat Desa Cermo, 
Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali tentang Hukum Islam dan Hukum 
Positif yang melarang pernikahan antara paman dengan keponakan. 
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan antara 
paman dengan keponakan. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan baik dari segi teoritis maupun praktis dengan 
manfaat sebagai berikut : 
1. Secara Teoritis 
Dapat memperluas wawasan kepada masyarakat agar Lembaga Tinggi, 
Kantor Kementerian Agama (KEMENAG), Kantor Urusan Agama 
(KUA), Kantor Kelurahan untuk memberikan penyuluhan terkait larangan 
perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum positif. 
2. Secara Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan 
dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan antara paman dengan 
keponakan yang terjadi di Desa Cermo, Kecamatan Sambi, Kabupaten 
Boyolali terhadap hukum Islam dan hukum positif yang melarang 
12 
 
 
pernikahan antara paman dengan keponakan dan memberikan 
pengetahuan bagi siapa saja yang ingin melakukan pernikahan agar lebih 
memperhatikan hubungan nasab dalam kelurganya. 
E. Kerangka Teori 
1. Teori Larangan Perkawinan karena Nasab atau Hubungan Darah 
Hubungan ke-mahram-an atau larangan melaksanakan perkawinan 
karena adanya hubungan nasab dijelaskan dalam Al Quran Surat An-Nisa‟ 
ayat 23. Larangan perkawinan dalam hukum Islam harus diperhatikan 
mengenai asas selektivitas yaitu seseorang yang hendak menikah harus 
menyeleksi lebih dahulu dengan siapa dia boleh melakukan perkawinan 
dan dengan siapa dia dilarang (tidak boleh menikah).
16
 
Larangan perkawinan  karena hubungan darah yang terlampau dekat 
dari sudut ilmu kedokteran (kesehatan keluarga) akan mengakibatkan 
keturunannya kurang sehat dan sering cacat bahkan kadang kadang 
inteligensinya kurang cerdas.
17
  
Dalam hukum Islam, larangan perkawinan pertama ditujukan kepada 
laki-laki, hal ini tidak berarti bahwa wanita tidak dilarang menikah dengan 
keluarga dalam hubungan darah yang terlampau dekat. Larangan 
perkawinan karena hubungan darah bukan berarti larangan menikah dalam 
arti formil saja (melalui prosedur akad nikah dengan ijab qabul), tetapi 
                                                          
16
 Mohd.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm. 34. 
17
Ibid…, hlm. 35.  
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juga termasuk larangan menikahi secara materiil yaitu melakukan 
hubungan seksual.
18
 
Oleh sebab itu, adanya hubungan suami istri, melalui pernikahan sah 
atau fasid merupakan cara atau dasar yang sangat kuat untuk menentukan 
nasab anak kepada kedua orang tuanya. Dalam buku M. Nurul Irfan 
menurut Wahbah Az-Zuhaili, bahwa cara menetapkan nasab secara 
konkrit apabila telah terjadi pernikahan walaupun nikah secara adat 
masyarakat atau tanpa didaftarkan pada lembaga pernikahan yang resmi 
(KUA) hubungan nasab anak-anak yang dilahirkan oleh seorang wanita 
sebagai istri tetap bisa diakui dan ditetapkan.
19
  
Dapat diketahui bahwa memelihara dan menjaga kemurnian nasab 
dalam ajaran agama Islam sangat penting. Sebab hukum Islam akan selalu 
terkait dengan struktur keluarga. Kalau dalam hukum perkawinan, nasab 
merupakan penyebab adanya hukum keharaman untuk saling menikah.
20
 
2. Teori Antropologi Perkawinan Sedarah 
Banyak antropolog menggabungkan konsep-konsep penghindaran 
perbuatan sumbang (incest). Penghindaran perbuatan sumbang 
dimaksudkan untuk mencegah hubungan seks di antara kerabat dekat, 
khususnya anggota-anggota keluarga batih. Keluarga batih (nuclear) 
adalah kekerabatan yang terdiri pasangan suami istri yang menikah dan 
                                                          
18
 Ibid…, hlm. 39. 
19
 M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Islam, (Jakarta : Amzah,  2013), hlm. 96.  
20
 Ibid…, hlm. 15. 
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keturunannya. Perkawinan memiliki hubungan erat dengan kekerabatan. 
Perkawinan menghasilkan dan membentuk kekerabatan.
21
 
Penghindaran perbuatan sumbang dan tabu perbuatan sumbang (incest 
taboo). Penghindaran perbuatan sumbang berarti bahwa perbuatan itu 
tidak diperkenankan sedangkan tabu perbuatan sumbang adanya sanksi 
yang kuat dari masyarakat. Teori mengenai penghindaran perbuatan 
sumbang diantaranya teori sosial budaya dan teori biologis. Teori sosial 
budaya dikemukakan oleh Malinowski, Persons, dan Levi Strauss. 
Malinowski menandaskan bahwa hubungan seks dikalangan anggota batih 
akan membuat kecemburuan dan konflik.
22
 
Oleh karena itu, perbuatan sumbang dilarang agar dapat memelihara 
kesatuan dan intregitas keluarga sebagai unit sosial yang mendasar. 
Persons menandaskan bahwa perbuatan sumbang akan mengganggu 
kestabilan keluarga batih karena menjurus ada kacaunya peranan dan 
timbulnya kesulitan-kesulitan dalam menyosialisasikan anak.
23
 
Dalam buku Beni Ahmad Saebani, Claude Levi-Straus menyatakan 
adanya tabu perbuatan sumbang yang menandai berlalunya umat manusia 
dari keadaan alamiah maupun keadaan kebudayaan. Dengan dilarangnya 
hubungan seks dan perkawinan diantara kerabat dekat, masyarakat 
memaksakan orang untuk mencari pasangan di luar keluarga sendiri.  
                                                          
21
 Beni Ahmad Saebani,  Antropologi Hukum, (Bandung : Pustaka Seti, 2012) , hlm. 191. 
22
 Ibid…, hlm. 193. 
23
 Ibid…, hlm. 194. 
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Teori biologis tentang perbuatan sumbang akan menjurus pada 
lahirnya anak yang cacat secara genetik. Menurut Sanderson, teori 
biologis tentang penghindaran perbuatan sumbang telah dikembangkan 
oleh Edward Westermarck, teori Westermarck disebut teori familiarty 
breeds indifference tentang penghindaran perbuatan sumbang. 
Westermarck menandaskan bahwa sifat tidak berminat seksual alamiah 
timbul diantara individu-individu yang diasuh bersama-sama dalam masa 
dini kehidupannya.
24
 
F. Tinjauan Pustaka 
Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 
perkawinan antara paman dengan keponakan maupun terkait larangan 
perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif dapat disebutkan sebagai 
berikut : 
1. Skripsi Abu Yasid Bustomi (2012) mahasiswa Fakultas Syariah Institut 
Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan Judul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Perkawinan Seorang Paman dengan 
Keponakannya (Studi Kasus di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar 
Kabupaten Bangkalan)” yang menjelaskan bahwa perkawinan seorang 
paman dengan keponakannya dilakukan oleh salah seorang masyarakat 
Batah Barat dengan adanya unsur perjanjian, bahwa setelah istrinya 
melahirkan nanti maka suaminya harus menceraikannya karena sebelum 
                                                          
24
 Ibid…, hlm. 195. 
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melangsungkan perkawinannya, antara keduanya telah melakukan 
hubungan badan sehingga akhirnya istri hamil di luar nikah.
25
   
2. Skripsi Hizmiati 2014 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Perkawinan Antar 
Kerabat Sesusuan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)” bahwa yang menjadi dasar dan 
pertimbangan penghulu dalam menolak perkawinan rada‟ah adalah 
penghulu berpendapat dalil-dalil Al Qur‟an dan hadist-hadist terkait 
masalah rada‟ah tentang larangan perkawinan sebab hubungan sesusuan 
tidak hanya berlaku bagi keturunan pihak laki-laki saudara sesusuan. 
Selain itu, demi meninggalkan sifat keragu-raguan dan mengikuti 
pendapat Tuan Guru yang melarang dengan dasar hukum tertulis dan 
hukum tidak tertulis. Penghulu menyimpangi pendapat Tuan Guru yang 
memperbolehkan dan penghulu berpendapat bahwa keraguan-keraguan itu  
harus ditinggalkan. Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan 
penghulu sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. 
26
 
3. Skripsi Gina Gantika Amelia Asmara (2016) mahasiswa Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perkawinan 
                                                          
25
 Abu Yasid Bustomi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Seorang Paman dengan 
Keponakannya (Studi Kasus di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan), Skripsi,  
tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: 2012. 
26
 Hizmiati, “Perkawinan Antar Kerabat Sesusuan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Wanasaba  Kabupaten Lombok Timur), Skripsi,  tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2014.  
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Sedarah Antara Bibi dan Keponakan Ditinjau Dari Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” 
bahwa dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat sah 
perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
mengenai syarat sah perkawinan. Kemudian perkawinan sedarah diatur 
dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dari kedua pasal tersebut dengan 
tegas menjelaskan mengenai larangan perkawinan karena adanya pertalian 
darah. Solusi terhadap perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang 
ada hubungan darah dengan jalan melakukan pembatalan perkawinan. 
Pembatalan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
27
 
4. Buku Ahmad Junaidi (2013), studi penelitian yang berjudul “Konstruksi 
Pernikahan Tenaga Kerja Wanita (Studi Tentang Komitmen Pernikahan 
Tenaga Kerja Wanita di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten 
Malang) terkait Kasus Hubungan Seksual Sedarah antara ayah dan anak 
perempuan yang dilarang karena hubungan keluarga yang dapat dilarang 
secara kultur maupun dilarang secara kesehatan. Secara genetik anak hasil 
hubungan seksual sedarah akan mengalami kelainan bawaan. Dalam kasus 
pernikahan sedarah, tertolaknya pernikahan sedarah karena mahram 
                                                          
27
 Gina Gantika Amelia Asmara,  “Tinjauan Yuridis Perkawinan Sedarah Antara Bibi dan 
Keponakan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 
Hukum Islam”, Skripsi,  tidak diterbitkan , Fakultas Hukum Universitas Pasundan  : 2016. 
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(orang-orang yang haram dinikahi). Alasannya bahwa orang orang yang 
haram dinikahi tanpa ikatan pernikahan memiliki kewajiban sebagai 
pelindung. Pernikahan sedarah dapat terjadi suka sama suka yang 
kemudian terjalin dalam pernikahan. Dalam kasus ini, perkawinan antara 
ayah dan anak perempuan yang terjadi karena faktor ibu yang tidak 
berfungsi, anak dianggap sebagai objek yang aman karena masih dalam 
lingkungan internal keluarga, akhirnya terjadilah perkawinan sedarah.
28
 
5. Dalam Buku Tholib Setiadi (2008) yang berjudul  Intisari Hukum Adat 
Indonesia yaitu larangan menurut hukum adat karena hubungan 
kekerabatan di berbagai daerah terdapat perbedaan larangan perkawinan 
antar kerabat. Di Batak, melarang terjadinya perkawinan antara pria dan 
wanita yang satu marga. Di Minangkabau, dilarang melakukan 
perkawinan yang masih satu suku. Di Lampung, dilarang melakukan 
perkawinan dengan anak saudara lelaki ibu (KELAMA). Di Bali dilarang 
perkawinan antara saudara wanita suami dengan saudara pria istri (MAKE 
DENGAN NGAD).
29
 
G. Metode Penelitian 
Metode yaitu suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada 
dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan  
menginterprestasikan data. Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang 
                                                          
28
 Ahmad Junaidi, Pernikahan Hybrid : Studi Tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional 
di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, (Pustaka Pelajar : 2013), hlm. 70 – 75. 
29
 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 264 - 265. 
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dilakukan secara sistematis, logis dan berencana, untuk mengumpulkan, 
mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan 
metode untuk mencari jawabaan atas permasalahan yang timbul. 
Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-
langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkaitan dengan 
masalah tertentu untuk diolah, dianalisa, diambil kesimpulan dan cara 
penyelesaiannya.
30
 
Dalam menghimpun data yang diperlukan, berikut ini akan diuraikan 
metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :  
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu 
menggunakan penelitian dengan metode kepustakaan maupun lapangan.  
Penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian dengan 
cara memanfaatkan dokumentasi berupa buku-buku, internet, hasil 
penelitian maupun jurnal.  
Penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan observasi dan 
wawancara mengenai pandangan atau pemahaman pelaku perkawinan 
antara paman dengan keponakan di Desa Cermo, Kecamatan Sambi, 
Kabupaten Boyolali tentang hukum Islam dan hukum positif yang 
melarang perkawinannya maupun pemahaman masyarakat yang 
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 Moh.Kasiram, Metodologi penelitian kualitatif-kuantitatif, (UIN MALANG pres : 2008), 
hlm 40 - 41. 
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mengetahui perkawinan antara paman dengan keponakan di Desa Cermo, 
Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. 
2.  Sumber Data  
a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek yang 
akan diteliti yaitu pelaku yang melakukan perkawinan antara paman 
dengan keponakan di Desa Cermo, Kecamatan Sambi, Kabupaten 
Boyolali. Selain itu, dari masyarakat maupun tokoh agama yang 
mengetahui perkawinan antara paman dengan keponakan di Desa 
Cermo, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. 
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku 
kepustakaan yang berupa literatur-literatur sebagai pelengkap yang 
terkait dengan pembahasan ini.  
3. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Cermo, Kecamatan Sambi, 
Kabupaten Boyolali. Alasan yang mendorong dipilihnya lokasi ini,  
karena di Desa Cermo masih ada yang melakukan perkawinan antara 
paman dengan keponakan. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara langsung yaitu tanya jawab secara lagsung sesuai dengan 
permasalahan dalam penelitian untuk memperoleh informasi dari 
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sumber yang ditetapkan sebelumnya.
31
 Wawancara ini dilakukan 
dengan pelaku perkawinan antara paman dengan keponakan dan 
masyarakat yang mengetahui perkawinan antara paman dengan 
keponakan di Desa Cermo, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. 
b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dan bahan-bahan berupa 
dokumen. Data data tersebut berupa letak geografis, kondisi 
masyarakat Desa Cermo maupun hal-hal yang berhubungan dengan 
objek penelitian. 
5. Teknik Analisis Data  
Analisis data merupakan proses penting dalam memecahkan data 
menjadi bagian-bagian kecil (struktur), kemudian mengaduknya untuk 
memperoleh pemahaman yang baru. Menganalisis data dalam penelitian 
kualitatif merupakan proses mensistematikan apa yang sedang diteliti dan 
mengatur hasil wawancara yang dilakukan dan dipahami supaya peneliti 
bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.
32
  
Untuk menganalisa data dalam penelitian ini menggunakan metode 
analisis kualitatif, kemudian dengan cara deduktif yaitu menganalisa data 
yang diperoleh dari sesuatu yang bersifat umum kemudian ditarik 
kesimpulan yang bersifat khusus.  
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 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung : CV.Mandar Maju, 
2008), hlm. 173.  
32
 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif : teori dan praktik, ( Bumi Aksara, 2014), 
hlm. 209 - 229. 
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Dalam penelitian ini dari larangan perkawinan antara suami istri 
karena hubungan nasab yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan 
yang bersifat khusus yaitu tentang pelaksanaan perkawinan antara paman 
dengan keponakan di Desa Cermo, Kecamatan Sambi, Kabupaten 
Boyolali dan berdasarkan pemahaman masyarakat Desa Cermo, 
Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali terkait perkawinan antara paman 
dengan keponakan untuk analisis ini berdasarkan Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam maupun 
berdasarkan hukum Islam. 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman penelitian ini, 
maka penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis sesuai 
pembahasannya sebagai berikut : 
Bab pertama, Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan. 
Bab kedua, Landasan Teori menguraikan tentang teori perkawinan 
maupun teori larangan perkawinan. Dalam bab ini menerangkan secara jelas 
tinjauan umum perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif tentang 
pengertian perkawinan, hukum melakukan perkawinan, syarat dan rukun 
perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, pencatatan 
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perkawinan, pembatalan perkawinan maupun larangan perkawinan. Hal ini 
untuk memberikan gambaran awal terkait dalam penelitian. 
Bab ketiga, Deskripsi Data Penelitian menguraikan tentang gambaran 
umum Desa Cermo, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali dan data 
pelaksanaan perkawinan antara paman dengan keponakan di Desa Cermo, 
Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali.   
Bab keempat, yang merupakan analisis terkait pelaksanaan 
perkawinan antara paman dengan keponakan di Desa Cermo, Kecamatan 
Sambi, Kabupaten Boyolali maupun analisis pandangan atau pemahaman 
masyarakat terkait perkawinan antara paman dengan keponakan di Desa 
Cermo, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali dan analisis hukum Islam 
terhadap perkawinan antara paman dengan keponakan di Desa Cermo 
Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali.  
Bab kelima, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dalam 
menyelesaikan permasalahan perkawinan antara paman dengan keponakan di 
Desa Cermo, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali dengan berlandasan 
hukum dan realitas yang terjadi dalam masyarakat. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN LARANGAN 
PERKAWINAN  
A. Pengertian Perkawinan  
Perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata yaitu nikah dan 
zawaj. Secara arti kata nikah atau zawaj berarti bergabung, hubungan kelamin 
dan akad. Dalam arti termonologi dalam kitab-kitab fiqh diartikan dengan 
akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan 
kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.
33
 
 Makna nikah (Zawaj) diartikan dengan aqdu al-tazwij bermakna 
menyetubuhi istri. Definisi menurut Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal 
dari bahasa arab nikahun yang merupakan kata kerja “nakaha”, sinonimnya 
tazawwaja dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.  Makna nikah adalah 
akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab 
(pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan 
penerimaan dari pihak laki-laki).
34
  
Nikah  menurut arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal 
hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang 
wanita. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, 
kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki 
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dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun 
menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.
35
 
Menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara‟ adalah suatu 
akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki laki 
dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga 
dengan rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah. 
36
  
Secara syara‟ nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan 
perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya untuk 
membentuk bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang 
sejahtera.
37
 
Dalam buku Abdul Rahman Ghazali, Abu Yahya Zakaria Al-Anshary 
mendefinisikan nikah menurut syara‟ ialah akad yang mengandung ketentuan 
hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij dengan 
kata kata yang semakna dengannya.
38
 Sedangkan, Zakiah Daradjat 
mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum 
kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna 
dengan keduanya.  
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Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi 
perkawinan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan 
mengadakan hubungan suami istri dan mengadakan tolong menolong dan 
memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-
masing.
39
  
Dari pengertian ini, perkawinan mengandung aspek akibat hukum, 
melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta 
bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. 
Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka terkandung adanya 
tujuan mengharapkan keridhaan Allah SWT.
40
 
Dalam buku Beni Ahmad Saebani, pengertian perkawinan dijelaskan oleh 
Slamet Abidin dan Aminudin terdapat beberapa definisi sebagai berikut : 
1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai 
akad yang berguna untuk memiliki mut‟ah dengan sengaja, artinya 
seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota 
badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. 
2. Ulama Syafi‟iyah mengatakan bahwa perkawinan ialah akad yang 
menggunakan lafazh nikah atau zauj yang artinya memiliki, yaitu dengan 
pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari 
pasangannya. 
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3. Ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang 
mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak 
mewajibkan adanya harta. 
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan 
menggunakan lafazh inkah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan, 
artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang 
perempuan dan sebaliknya.
41
  
Dalam pengertian diatas terdapat kata-kata milik yang mengandung 
pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami 
istri dapat mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah 
tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawadah, 
warahmah.  
Bahwa pernikahan adalah akad antara calon mempelai pria dengan calon 
mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang 
dilakukan oleh pihak wali menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan 
syara‟ untuk menghalalkan percampuran antara keduanya sehingga satu sama 
lain saling membutuhkan sebagai teman hidup dalam rumah tangga.
42
 
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan 
ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
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dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa 
perkawinan bagi islam adalah perkawinan yang mempunyai hubungan erat 
dengan agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.
43
  
Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 Perkawinan menurut 
hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon 
gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
44
  
B. Hukum Perkawinan 
Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara 
manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis 
dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan. Dalam 
hal ini, sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Dzariyat ayat 49 : 
                    
Artinya :  
“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah”.45 
Dalam buku Abdul Rahman Ghazali, Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai 
dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah adalah 
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wajib, haram, makruh, sunnat dan adakalanya mubah. Sedangkan Ulama 
Syafi‟iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping 
ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh.  
Namun, apabila dilihat dari segi orang yang melaksanakan serta tujuan 
melaksanakannya, maka melakukan perkawinan dapat dikenakan hukum 
wajib, sunnat, haram, makhruh ataupun mubah. 
1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib 
Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin 
dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak 
kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah 
wajib.
46
 
2. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnat 
Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 
melangsungkan perkawinan, tetapi apabila tidak kawin tidak 
dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan 
adalah sunnat.  
3. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram  
Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai 
kemampuan serta tidak mampu bertanggung jawab untuk melaksanakan 
kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, apabila melangsungkan 
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perkawinan akan menelantarkan istri dan anak, maka hukum melakukan 
perkawinan adalah haram.
47
 
4. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh 
Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan 
juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak 
memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin.  
5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah 
Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi 
apabila tidak melakukannya tidak khawatir untuk berbuat zina dan apabila 
melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.
48
 
Menurut pandangan Jumhur Ulama, hukum perkawinan menurut asalnya 
adalah sunnat dengan melihat orang-orang tertentu, sebagai berikut :  
a. Sunnat bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah 
pantas untuk kawin dan telah mempunyai perlengkapan untuk 
melangsungkan perkawinan. 
b. Makhruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum 
berkeinginan untuk kawin sedangkan pembekalan untuk perkawinan 
belum ada. 
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c. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan 
untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, apabila tidak kawin 
khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat. 
d. Haram bagi orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara‟ untuk 
melakukan perkawinan dan meyakini bahwa perkawinan akan merusak 
kehidupan pasangannya.
49
 
e. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk 
kawin dan perkawinannya tidak akan mendatangkan kemudharatan kepada 
siapapun.
50
 
C. Rukun dan Syarat Perkawinan  
Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya 
suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan 
(ibadah), seperti adanya calon pengantin laki laki maupun perempuan dalam 
perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan 
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 
rangkaian pekerjaan (ibadah), seperti calon pengantin laki-laki maupun 
perempuan harus beragama islam.  
Syarat perkawinan yaitu syarat yang bertalian dengan rukun perkawinan, 
seperti syarat-syarat bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan 
kawin, wali, saksi dan ijab qabul. Rukun dari suatu perkawinan yaitu hakekat 
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dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya suatu rukun perkawinan tidak 
mungkin dilaksanakan.
51
 
Menurut tuntunan ajaran Islam rukun pernikahan antara lain :  
a. Adanya calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang akan 
melakukan perkawinan. 
b. Adanya wali dari calon mempelai wanita. 
c. Adanya dua orang saksi pria. 
d. Adanya ijab yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanita dari walinya 
atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi. 
e. Adanya qabul yaitu ucapan penerimaan pernikahan oleh calon mempelai 
pria atau wakilnya.
52
 
Tentang jumlah rukun nikah para ulama berbeda pendapat :  
a. Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah hanyalah akad nikah (ijab dan 
qabul) yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin 
laki-laki.  
b. Imam Syafi‟i berkata bahwa rukun perkawinan ada lima macam yaitu calon 
pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, 
sighat akad nikah. Imam Syafi‟i lebih melihat perkawinan secara 
keseluruhan yang berkaitan dengan perkawinan dan segala unsurnya, tidak 
hanya akad nikah. 
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c. Menurut Imam Malik rukun nikah itu ada lima macam terdiri atas wali dari 
pihak perempuan, mahar, calon pengantin laki-laki, calon pengantin 
perempuan dan sighat akad nikah.   
 Masing masing rukun tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu, 
syarat dari rukun tersebut adalah :  
1) Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, syarat yang 
harus dipenuhi berdasarkan ijtihad ulama, yaitu : 
a) Keduanya jelas keberadaannya dan jelas identitasnya. 
b) Keduanya sama sama beragama islam. 
c) Antara keduanya tidak  terlarang melangsungkan perkawinan.  
d) Tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan.53 
2) Wali  
Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas 
nama mempelai perempuan dalam akad nikah. Menurut Jumhur 
Ulama, keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti 
dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Hal ini 
berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih 
perawan atau sudah janda.
54
  
Jumhur Ulama membagi wali menjadi dua kelompok : 
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a) Wali dekat atau wali qarib yaitu ayah, apabila tidak ada ayah 
pindah kepada kakek. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih 
usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya karena orang yang 
masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan 
persetujuan yang disebut wali mujbir.  
b) Wali jauh atau wali ab’ad.  
Yang menjadi wali jauh secara berurutan : Saudara laki-laki 
kandung, Saudara laki-laki seayah, Anak saudara laki-laki 
kandung, Anak saudara laki-laki seayah, Paman kandung, Paman 
seayah, Anak paman kandung, Anak paman seayah, wali hakim.
55
 
Syarat-syarat wali, sebagai berikut : 
a) Telah dewasa dan berakal sehat. 
b) Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali. 
c) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali 
untuk muslim. 
d) Adil.  
e) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.56 
3) Syarat-syarat Saksi 
Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, hadir 
dalam ijab dan qabul, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar 
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serta mengerti maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan Hanafi 
dan Hambali, saksi itu boleh satu orang laki-laki dan dua orang 
perempuan.
57
 
4) Ijab Kabul 
Perkawinan wajib dilakukan ijab dan kabul dengan lisan. Bagi orang 
bisu sah perkawinan dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa 
dipahami. 
a) Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, 
sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. 
b) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis dan tidak boleh ada 
jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad 
dan kelangsungan akad, masing-masing ijab dan kabul dapat 
didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. 
c) Lafazh akad nikah adalah lafazh nikah atau tazwij, yang 
terjemahannya kawin dan nikah. Akad nikah wajib dihadiri dua 
orang saksi laki-laki, muslim, baligh, berakal, adil, melihat, 
mendengar, dan mengerti tentang maksud akad nikah.
58
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Rukun dan Syarat perkawinan diatur 
dalam Pasal 14  melaksanakan perkawinan harus ada : 
1) Calon Suami 
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2) Calon Istri 
3) Wali nikah 
4) Dua orang saksi dan 
5) Ijab dan qabul 
 Keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Pasal 2 ayat 2 menyatakan 
bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang 
berlaku. Maksud dalam ketentuan ini perkawinan sudah sah apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan 
pendaftaran merupakan syarat administratif, dalam hal ini perkawinan antara 
orang-orang yang beragama Islam sudah sah apabila telah memenuhi syarat-
syarat dan rukunnya.
59
 
 Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan 
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam 
Pasal 6 sampai Pasal 12, yaitu : 
a. Adanya persetujuan calon mempelai 
Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa 
perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
Perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk 
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keluarga yang kekal dan bahagia sesuai hak asasi manusia dengan 
menjamin tidak adanya kawin paksa dengan batas umur minimal untuk 
kawin.
60
 
b. Adanya ijin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang 
belum berusia 21 tahun. 
Syarat perkawinan ini disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2,3,4,5 dan 6) 
Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, sebagai berikut : 
Ayat 2 : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 
umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
Ayat 3 : Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal 
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 
kehendaknya, maka ijin diperoleh dari orang tua yang masih 
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 
kehendaknya. 
Ayat 4 : Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin 
diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang 
mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas 
selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 
menyatakan kehendaknya. 
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Ayat 5 : Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang 
disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang 
atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, 
maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang 
yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang 
tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar 
orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4).  
Ayat 6 : Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini 
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan 
lain. 
c. Usia calon mempelai pria telah berusia 19 tahun dan calon mempelai 
wanita telah berusia 16 tahun.  
Pasal 7 menyebutkan :  
1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Maksud dari 
Pasal ini untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, sehingga 
perlu ditetapkan batas-batas umur perkawinan.
61
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2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 dapat meminta dispensasi 
kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang 
tua pihak pria maupun pihak wanita.
62
 
d. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak dalam hubungan darah atau  
keluarga yang tidak boleh kawin. 
Hubungan darah yang tidak boleh kawin dalam Undang-Undang 
Perkawinan dalam pasal 8, perkawinan dilarang antara dua orang yang : 
a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke 
atas. 
b) berhubungan darah dalam garis lurus menyamping yaitu antara 
saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara saudara 
dengan saudara neneknya. 
c) hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau 
bapak tiri. 
d) berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak, saudara, bibi atau 
paman susuan. 
e) berhubungan saudara dengan istri, sebagai bibi atau kemenakan dari 
istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. 
f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 
berlaku, dilarang kawin.
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e. Tidak berada dalam ikatan dengan pihak lain kecuali ada pengecualian 
dari pengadilan. 
Syarat untuk melangsungkan perkawinan terdapat dalam Pasal 9 yaitu 
seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat 
kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 
4 dalam Undang-Undang Perkawinan.
64
 
Pasal 10 menjelaskan “apabila suami istri yang telah bercerai kawin 
lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka 
diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang 
bersangkutan tidak menentukan lain. Ketentuan ini dimaksudkan untuk 
mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami istri saling 
menghargai satu sama lain.
65
 
f. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang 
janda. 
Dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan bahwa wanita yang 
putus perkawinannya, tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki 
lain, akan tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu habis. 
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Menurut Pasal 39 PP Nomor 9 tahun 1975 waktu tunggu tersebut 
diatur sebagai berikut : 
1. Waktu tunggu bagi seorang janda dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-
Undang ditentukan sebagai berikut : 
a. Apabila perkawinan putus karena kematian waktu tunggu 
ditetapkan 130 hari; 
b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi 
yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan 
sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan 
ditetapkan 90 hari. 
c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan 
hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
66
 
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena 
perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum 
pernah terjadi hubungan kelamin. 
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu 
tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus karena 
kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
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D. Asas-Asas Perkawinan 
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Asas-asas perkawinan atau prinsip-prinsip perkawinan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya sebagai berikut : 
1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 
Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar 
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan 
mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
68
 
2. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap 
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan 
peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya 
kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu 
akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan. 
3. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila 
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang 
bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari 
seorang. Namun demikian demikian perkawinan seorang suami dengan 
lebih seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai 
persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.  
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4. Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami harus telah 
masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat 
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada 
perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu 
harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih 
dibawah umur.  
Maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan batas umur 
untuk kawin bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun 
bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. 
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 
bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip 
untuk mempersulit adanya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, 
harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang 
pengadilan. 
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan 
masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dengan keluarga 
dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
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E. Tujuan Perkawinan  
Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
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bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan 
perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama 
dalam rangka mendirikan keluarga.70 
Dalam buku Wasman dan Wardah Nuroniyah, beberapa ahli dalam 
hukum Islam merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara 
lain : 
1. Masdar Hilmi, menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam untuk 
membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan, juga 
untuk mencegah perzinaan agar terciptanya ketenangan dan ketentraman 
dalam keluarga dan masyarakat. 
2. Soemiati, menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam untuk 
memenuhi hajat tabi‟at kemanusiaan yaitu berhubungan antara laki-laki 
dan perempuan dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dengan dasar 
kasih sayang, untuk memperoleh keturunan dengan mengikuti ketentuan-
ketentuan yang diatur syari‟ah. 
3. Mahmud Yunus, merumuskan tujuan perkawinan menurut pemerintah 
yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan 
mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
71
 
Dalam buku Wasman dan Wardah Nuroniyah, filosof Islam Imam Al 
Ghozali membagi tujuan perkawinan sebagai berikut : 
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a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta 
mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia (QS. al-Furqan 
ayat 74). 
b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia (QS. al Baqarah ayat 187). 
c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan (QS. an-Nisa ayat 28). 
d. Membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dan 
memperbesar rasa tanggung jawab (QS. an-Nisa ayat 34). 
e. Membentuk dan mengatur rumah tangga dengan dasar kecintaan dan kasih 
sayang (QS. ar-Rum ayat 21).
72
  
Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, 
mawadah dan rahmah untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara 
pasangan suami istri sehingga terwujudnya ketentraman dalam keluarga. 
Tujuan memperoleh kehidupan yang sakinah (tenang atau ketentraman), 
mawadah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) terdapat dalam firman Allah 
Surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: 
                       
                       
  
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Artinya :  
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir”.73 
Tujuan nikah secara umum adalah menjauhkan diri dari perzinaan, 
menggauli perempuan secara paksa, karena itu akad nikah harus dilakukan 
secara terang-terangan di depan saksi. Nikah juga dapat menjaga kemurnian 
nasab dan keturunan yang berguna untuk memelihara dan melindungi hak-hak 
waris.
74
 
Tujuan substansial dari pernikahan, yaitu : 
a. Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia 
dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu 
yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba 
Allah. 
b. Mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah 
kemanusiaan, terutama pada zaman Jahiliah ketika kedudukan perempuan 
tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, 
bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang 
tidak berguna secara ekonomi. 
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c. Memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan 
sejarah.
75
 
F. Administrasi atau Pencatatan Perkawinan  
1. Tugas Pencatat 
PPN (Pegawai Pencatat Nikah) ialah pegawai Negeri yang diangkat 
oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 
pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN (Pegawai Pencatat 
Nikah) mempunyai kedudukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1946, sebagai pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang 
dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.
76
   
Wakil PPN (Pegawai Pencatat Nikah) adalah Pegawai Negeri yang 
ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama sebagai wakil 
PPN untuk membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam 
melakukan pengawasan nikah dan penerimaan rujuk. Apabila PPN 
(Pegawai Pencatat Nikah) tidak ada atau berhalangan, maka Kepala PPN 
(Pegawai Pencatat Nikah) menetapkan salah satu Wakil PPN (Pegawai 
Pencatat Nikah)  untuk melaksanakan tugas PPN (Pegawai Pencatat 
Nikah).
77
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Pembantu PPN (Pegawai Pencatat Nikah) adalah pemuka agama Islam 
di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan 
Agama Islam atas nama Kepala Kantor Wilayah DEPAG Provinsi 
berdasarkan usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam, setelah mendengar 
pendapat Bupati/Walikota Kepala Daerah Setempat.
78
 
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003, maka 
tugas pokok Pembantu PPN, sebagai berikut : 
a. Membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah 
ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya dan mendampinginya 
dalam pemeriksaan nikah dan rujuk. 
b. Melakukan pembinaan kehidupan beragama islam di Desa.79 
2. Pencatatan Nikah 
Pencatatan perkawinan adalah rangkaian kegiatan yang menjadi tugas 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan diterbitkannya Buku Nikah 
(Kutipan Akta Nikah). Buku nikah menjadi bukti telah terjadinya 
perkawinan yang sah bagi suami istri dan sebagai bukti rangkaian tugas 
PPN yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan telah 
terpenuhi.
80
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Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 
(2) dinyatakan bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan sebagai 
pencatatan peristiwa penting, karena akan menjamin sahnya menurut 
hukum agama dan akan memperoleh kepastian serta perlindungan hukum. 
Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya berdasarkan Pasal 
2 ayat 1 merupakan peristiwa hukum.
81
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam keharusan tentang pencatatan 
perkawinan dijelaskan dalam Pasal 5 sebagai berikut : 
1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap 
perkawinan harus dicatat. 
2) Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1954. 
Selanjutnya dalam Pasal 6 dijelaskan : 
1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus 
dilangsungkan di hadapan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 
2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 7 : 
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1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat 
oleh Pegawai Pencatat Nikah. 
2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat 
diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
82
 
Dalam PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang 
Perkawinan Pasal 3, dinyatakan : 
1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan 
kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan 
dilangsungkan. 
2) Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 1 hari kerja 
sebelum perkawinan dilangsungkan. 
3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan suatu alasan 
yang penting diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.
83
 
G. Pembatalan Perkawinan 
1. Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam 
Di dalam fikih, pembatalan perkawinan dikenal dengan nikah al-fasid 
dan nikah al-batil. Dalam buku Amiur Nurrudin, Al-Jaziry menyatakan 
nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari 
syarat-syaratnya sedangkan nikah batil ialah apabila tidak terpenuhinya 
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rukun. Pembatalan perkawinan yaitu bahwa perkawinan telah berlangsung 
dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik 
syarat ataupun rukun serta perundang-undangan. Hukum nikah al-fasid 
dan batil sama-sama tidak sah.84  
 Secara terminology, fasakh bermakna pembatalan ikatan pernikahan 
oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat 
dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur 
menyalahi hukum pernikahan. Hukum pelaksanaan fasakh adalah mubah 
atau boleh yaitu tidak disuruh dan tidak dilarang. Apabila terdapat 
keadaan tertentu, hukumnya bisa menjadi wajib, misalnya jika dikemudian 
hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh suami 
atau istri.
85
 
Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan 
bahwa “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi 
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dengan demikian 
perkawinan dapat dibatalkan apabila sebelumnya telah terjadi perkawinan 
lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan 
tertentu.86 
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Apabila pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya 
pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga 
perkawinan terlanjur terlaksana kemudian ditemukan pelanggaran 
terhadap Undang-Undang Perkawinan atau hukum munakahat, maka 
Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan 
pihak-pihak yang berkepentingan.  
Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah 
para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami dan istri dan 
orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perkawinan 
tersebut. Sehingga, perkawinannya dapat batal demi hukum dan bisa 
dibatalkan oleh Pengadilan Agama.
87
  
Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan 
perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, 
pelanggaran terhadap materi perkawinan, misalnya perkawinan 
dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon 
suami istri.
88
 
Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan dalam Undang-Undang 
Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) sebagai berikut : 
Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan “Perkawinan dapat dibatalkan, 
apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan 
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perkawinan”. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian “dapat” 
diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan 
hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.  
Pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila perkawinan dilangsungkan 
di muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang 
tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi ( Pasal 26 ayat 
1 Undang-Undang Perkawinan ).
89
 
Berkenaan dengan pihak-pihak yang mempunyai hak untuk dapat 
mengajukan pembatalan perkawinan dalam Pasal 23 Undang-Undang 
Perkawinan, “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu : 
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; 
b. Suami atau istri; 
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; 
d. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan 
hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi setelah 
perkawinan itu putus.
90
 
Berlakunya pembatalan perkawinan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-
Undang Perkawinan : “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah 
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keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku 
sejak berlangsungnya perkawinan”. 
Dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan perkawinan batal 
(batal demi hukum) apabila :  
a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad 
nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu 
dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj‟i. 
b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili‟annya. 
c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi tiga kali talak 
olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan 
pria lain kemudian bercerai lagi ba‟da dukhul dari pria tersebut dan 
telah habis masa iddahnya.  
d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan 
darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang 
menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974, yaitu: 
1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun 
ke atas. 
2. berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu 
antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara 
saudara dengan saudara neneknya. 
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3. hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau 
bapak tiri. 
4. berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara 
susuan, bibi atau paman susuan. 
e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari 
istri atau istri-istrinya.91 
2. Akibat Pembatalan Perkawinan 
Apabila perkawinan telah berlangsung, dari perkawinan itu telah 
mempunyai anak dan harta bersama, apabila terjadi pembatalan 
perkawinan mengenai status anak, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Pasal 28 ayat 2 dinyatakan :
92
 
Keputusan tidak berlaku surut terhadap : 
a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 
b. Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali 
terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan 
adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. 
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c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b 
sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum 
keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 75 dijelaskan Keputusan 
pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : 
a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad; 
b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad 
baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai hukum 
yang tetap. 
Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : 
Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum 
antara anak dengan orang tuanya. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 75 dijelaskan Keputusan 
pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : 
d. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad; 
e. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
f. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad 
baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai hukum 
yang tetap. 
Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : 
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Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum 
antara anak dengan orang tuanya. 
Dengan demikian pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap 
status anak yang telah mereka lahirkan.
93
 
H. LARANGAN PERKAWINAN 
Mahram artiya orang orang yang diharamkan untuk dinikahi. Ketentuan 
mengenai larangan-larangan perkawinan diatur dalam Al Qur‟an dan hadist.   
Larangan perkawinan ada dua macam yaitu mahram muabbad (berlaku haram 
untuk selamanya) dan mahram muaqqat (berlaku untuk sementara waktu).  
1. Mahram Muabbad 
Mahram Muabbad yaitu orang-orang yang haram melakukan 
pernikahan untuk selamanya, terbagi menjadi tiga kelompok : 
a. Disebabkan karena hubungan nasab atau kekerabatan.94 
Keharaman perempuan-perempuan karena hubungan nasab disebutkan 
dalam surat an-Nisa‟ ayat 23 : 
                
            … 
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang 
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara 
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bapakmu yang perempuan, Saudara-saudara ibumu yang perempuan,  
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan… 
 
Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan 
kekerabatan atau nasab, yaitu :  
1) Ibu, yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah 
dalam garis lurus keatas yaitu ibu, nenek (dari pihak ayah maupun 
ibu dan seterusnya ke atas).  
2) Anak, yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan 
darah dalam garis lurus ke bawah yaitu anak dari anak laki-laki, 
anak dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah. 
3) Saudara perempuan, baik kandung seayah atau seibu. 
4) Saudara perempuan dari ayah, baik hubungannya kepada ayah 
secara kandung, seayah atau seibu ; saudara kakek baik kandung, 
seayah atau seibu dan seterusnya menurut garis lurus keatas. 
5) Saudara perempuan dari ibu, baik hubungannya kepada ibu 
kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau 
seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keatas. 
6) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, seayah atau 
seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; dan 
seterusnya dalam garis lurus ke bawah. 
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7) Anak perempuan dari saudara perempuan, kandung, seayah atau 
seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya 
dalam garis lurus ke bawah. 
b. Disebabkan karena hubungan persusuan 
Maksud dari pertalian sesusuan bahwa seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan darah, tetapi 
pernah menyusu dengan wanita yang sama dianggap mempunyai 
hubungan sesusuan, maka timbul larangan menikah antara keduanya.
95
 
Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan berdasarkan pada 
lanjutan surat An-Nisa‟ ayat 23 :  
                  … 
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; 
saudara perempuan sepersusuan… 
Hubungan sesusuan yang diharamkan adalah : 
1) Ibu susuan yaitu ibu-ibu yang menyusui, maksudnya seorang 
wanita yang pernah menyusui seorang anak dipandang sebagai ibu 
bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan 
perkawinan. 
2) Nenek susuan yaitu ibu dari yang pernah menyusui itu, suami dari 
ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan 
sehingga haram melakukan perkawinan. 
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3) Bibi susuan yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara 
perempuan suami ibu sususan dan seterusnya keatas. 
4) Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempun dari saudara 
ibu susuan. 
5) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun 
seibu saja.
96
  
Yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman 
perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang masih 
memperoleh makanan dari air susu. Adanya hubungan persusuan 
muncul dengan dua syarat : 
1) Anak yang menyusu masih berumur dua tahun, karena susu si ibu 
akan menjadi pertumbuhannya.  
2) Mengenai berapa kali seorang bayi menyusui pada seorang ibu 
yang menimbulkan keharaman perkawinan ialah tidak dibatasi 
jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusu dan kenyang.  
Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut pendapat Syafi‟I, 
membatasi sekurang-kurangnya 5 (lima) kali susuan dan 
mengenyangkan.
97
 
c. Disebabkan karena hubungan mushaharah (hubungan perkawinan) 
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Apabila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang 
perempuan, maka terjadilah hubungan antara laki-laki dengan kerabat 
perempuan dan terjadi pula hubungan antara perempuan dengan 
kerabat dari laki-laki.
98
  
Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang 
laki-laki untuk selamanya karena hubungan mushaharah sebagai 
berikut : 
1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, 
baik garis ibu atau ayah. 
2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin 
Menantu yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah.  
3) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah. 
Keharaman karena hubungan mushaharah disebutkan dalam 
lanjutan Surat An-Nisa‟ ayat 23 : 
                  
                     
                       ... 
Artinya :  
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“Dan (diharamkan) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu 
yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, 
tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; dan isteri-isteri 
anak kandungmu (menantu)”…99 
2. Mahram Ghairu Muabbad 
Mahram Ghairu Muabbad yaitu larangan kawin yang berlaku untuk 
sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu , apabila hal tersebut sudah 
tidak ada, maka larangan itu sudah tidak berlaku lagi. 
100
  
Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat 
sementara) sebagai berikut : 
a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki 
dalam waktu yang bersamaan.  
Apabila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam 
waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan 
itu. Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan 
disebutkan dalam lanjutan surat An-Nisa‟ ayat 23 : 
                   … 
Artinya : 
…(dan diharamkan atas kamu)  menghimpunkan (dalam perkawinan) 
dua perempuan yang bersaudara, kecuali apa yang telah berlalu…  
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Pengertian dua orang bersaudara dalam ayat ini diperjelas oleh Nabi 
dengan  memperluasnya kepada dua perempuan lain, yaitu antara 
perempuan dengan saudara perempuan ayahnya atau saudara 
perempuan ibunya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadistnya riwayat 
Abu Hurairah : “Tidak boleh dikumpulkan (dimadu) antara seorang 
perempun dengan saudara ayahnya dan tidak boleh dikumpulkan 
antara seorang perempuan dengan saudara ibunya”.  
Namun jika istrinya telah diceraikannya, maka dia boleh 
mengawini saudara perempuannya atau saudara ayahnya atau saudara 
ibunya.
101
  
b. Larangan karena ikatan perkawinan 
Seseorang perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan 
haram dikawini oleh siapa pun dan dilarang untuk dilamar. Keharaman 
ini berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh 
suaminya. Setelah suaminya mati atau diceraikan oleh suaminya dan 
selesai menjalani masa iddahnya maka boleh dikawini oleh siapapun. 
Keharaman mengawini perempuan bersuami terdapat dalam 
Surat An-Nisa‟ ayat 24 :102 
                     
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Artinya : 
Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 
kecuali budak-budak yang kamu miliki. 
c. Larangan karena perzinaan 
Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan 
pezina), sampai ia taubat dari perbuatan zina. Keharaman mengawini 
pezina, didasarkan kepada firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 3 : 
                     
                   
Artinya : 
Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang 
berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina 
tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 
musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang 
mukmin.103 
d. Larangan karena Talak Tiga 
Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik 
sekaligus maupun bertahap, mantan suaminya haram mengawininya 
sampai mantan istri kawin dengan laki-laki lain dan habis masa iddah. 
Keharaman tersebut berdasarkan Al Qur‟an surat al-Baqarah ayat 230 : 
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                           
                       
                         
Artinya : 
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), 
Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin 
dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu 
menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami 
pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat 
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum 
Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. 
Maksud dari ayat tersebut yaitu larangan menikahi kembali 
seorang wanita atau bekas istri apabila sudah dijatuhi talak yang ketiga 
oleh suaminya. Namun pernikahan boleh terjadi apabila wanita 
tersebut menikah degan pria lain yang kemudian setelah menikah 
diceraikan oleh pria lain tersebut.   
e. Larangan karena ihram 
Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah 
maupun ihram haji, tidak boleh dikawini. Hal ini berdasarkan hadist 
Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin 
Affan “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh 
meningkahkan, dan tidak boleh pula meminang”.104 
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 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat …, hlm. 113. 
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f. Larangan karena beda agama 
Yang dimaksud dengan beda agama adalah perempuan muslim 
dengan laki-laki non muslim maupun laki-laki muslim dengan 
perempuan non muslim. Wanita musyrik yaitu yang menyembah 
selain Allah atau tidak percaya sama sekali kepada Allah. Keharaman 
laki-laki muslim kawin dengan wanita musyrik (bukan beragama 
Islam) atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik sebelum 
mereka beriman dinyatakan Allah dalam surat al Baqarah ayat 221: 
                  
                     
                      
                       
          
   Artinya : 
 Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik 
dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah 
kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita 
mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang 
mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. 
mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan 
ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
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(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil 
pelajaran.
105
 
g. Poligami di Luar Batas 
Seseorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak 
mengawini empat orang istri dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali 
apabila salah seorang diantara istrinya yang berempat telah 
diceraikannya dan habis masa iddahnya.
106
  
Bahwa Islam membolehkan adanya kawin poligami, yaitu 
seseorang mempunyai istri lebih dari satu orang, namun kebolehan itu 
tidaklah secara mutlak, tetapi dengan syarat berlaku adil diantara istri-
istrinya. Bahkan ditegaskan bahwa apabila takut tidak berlaku adil 
tidak boleh kawin lebih dari satu orang.
107
  
Dalam hal ini, pembatasan pada empat orang ini berdasarkan 
firman Allah dalam surat an-Nisa‟ ayat 3 : 
                     
                      
                       
  Artinya : 
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 Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan…hlm..133. 
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 Ibid…., hlm. 125. 
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 Ibid…., hlm. 126. 
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 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka 
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka 
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
108
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam terkait Larangan Perkawinan Pasal 18 
telah mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan, diantara pasangan 
suami istri tidak boleh ada halangan perkawinan. Hal ini berarti perkawinan 
tidak dapat berlangsung jika terdapat larangan-larangan yang telah diatur 
dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :  
Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam :  
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang 
wanita disebabkan: 
1. Karena pertalian nasab : 
a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang diturunkannya atau 
keturunannya.  
b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. 
c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 
2. Karena pertalian kerabat semenda : 
a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. 
b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya. 
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 Mushaf Al Azhar “Al Qur’an dan terjemah”, (Bandung : Jabal, t.t.), hlm. 77. 
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c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali 
putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al 
dukhul.  
d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunanya. 
3. Karena pertalian susuan : 
a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus 
keatas; 
b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke 
bawah; 
c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke 
bawah; 
d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; 
e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.109 
Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.  
Dilarang melangsungkan antar seorang pria dengan seorang wanita karena 
keadaan tertentu : 
a. karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan 
pria lain. 
b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. 
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam, … hlm. 334. 
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Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam:  
Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang 
mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya : 
a. Saudara kandung, seayah, seibu atau keturunannya. 
b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya. 
Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam : Seorang pria dilarang melangsungkan 
perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 
(empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinan atau 
masih dalam masa iddah talaq raj’i ataupun salah seorang diantara mereka 
masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talaq 
raj’i. 
Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam : 
1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :  
a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalaq tiga kali. 
b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili‟an.  
2) Larangan tersebut gugur jika bekas isteri tersebut telah kawin dengan pria 
lain. Kemudian perkawinan tersebut putus ba’da dukhul dan telah habis 
masa iddahnya.
110
 
Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam : Seorang wanita islam dilarang 
melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam. 
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 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan “Undang-Undang Peradilan Agama UU RI 
Nomer 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, (Yogyakarta : Graha Pustaka), hlm. 148. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, larangan perkawinan 
terdapat dalam Pasal 8 yang menyatakan perkawinan dilarang antara dua 
orang yang : 
a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. 
b. berhubungan darah dalam garis lurus menyamping yaitu antara saudara, 
antara saudara dengan saudara orang tua dan antara saudara dengan 
saudara neneknya. 
c. hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak 
tiri. 
d. berhubungan susuan yaitu orang tua, anak, saudara, bibi atau paman 
susuan. 
e. berhubungan saudara dengan istri, sebagai bibi atau kemenakan dari istri, 
dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. 
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 
berlaku, dilarang kawin.  
Selain larangan diatas terdapat larangan lain yang diatur dalam Undang-
Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), yaitu : 
a. Pasal 9 : Larangan kawin terhadap seorang yang masih terikat tali 
perkawinan dengan orang lain. 
b. Pasal 10 : Larangan kawin terhadap suami istri yang telah bercerai 
sebanyak dua kali. 
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c. Pasal 11 : Larangan kawin terhadap seorang wanita yang masih dalam 
waktu tunggu.
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
111
 Undang-Undang  RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, … hlm. 5. 
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PERKAWINAN ANTARA PAMAN DENGAN 
KEPONAKAN DI DESA CERMO KECAMATAN SAMBI KABUPATEN 
BOYOLALI 
A. Gambaran Umum Desa Cermo Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali  
1. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Desa Cermo Kecamatan Sambi Kabupaten 
Boyolali yang letaknya berbatasan dengan Kabupaten Semarang, berada 
disebelah Barat Kabupaten Semarang dengan luas wilayah Desa Cermo 
secara keseluruhan adalah 301.1989 Ha dan jumlah penduduk Desa 
Cermo secara keseluruhan mencapai 2.647 jiwa. Yang terdiri dari 
pemukiman atau perkarangan, persawahan, dan tegalan.  
Lokasi Desa Cermo jauh dari kota sehingga cukup terpencil dan susah 
dijangkau karena jauh dari jalan raya. Wilayahnya termasuk dalam 
wilayah pegunungan. Lokasi wilayahnya dikelilingi oleh perbukitan yang 
hijau, persawahan dan lahan miring yang ditanami berbagai macam 
tanaman khas pegunungan.  
2. Sejarah Desa Cermo 
Sejarah terjadinya Desa Cermo menurut riwayat yang dikisahkan dari 
para sesepuh Desa, jaman dahulu sekitar tahun 1900 an disebelah Barat 
Gunung Tugel yang masih berupa tanah kosong dan perbukitan ada 
seorang pengembara yang singgah dan membuat tempat persinggahan 
sementara, yang bernama Jo Cermo atau dikenal Mbah Budho.  
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Mbah Budho (Jo Cermo) dikenal banyak orang disekitar dikarenakan 
mempunyai keahlian atau kesaktian untuk menolong warga sekitarnya 
hingga banyak yang meminta pertolongan ataupun meminta restu dari 
Mbah Budho. Sehingga, banyak penduduk yang ikut membuat tempat 
tinggal didekat rumah Mbah Budho sehingga tempat yang dahulunya 
kosong ataupun bukit menjadi banyak bangunan tempat tinggal. 
 Akhirnya Mbah Budho meninggal dunia, untuk menghormati beliau 
penduduk sekitar menamakan pemukiman itu menjadi Dusun Cermo. 
Mbah Budho dimakamkan di Makam Kamandowo, yang mempunyai 
panjang lebih dari sekitar 4 meter. Sampai sekarang Makam Mbah Budho 
masih banyak dikunjungi orang-orang untuk berziarah ataupun meminta 
”berkah”.  
Setelah Dusun Cermo ada kemudian disusul dengan adanya 
Sayembara dari Keraton Kasunanan Surakarta “Barang siapa yang bisa 
membunuh harimau keraton maka akan diberi hadiah”. Akhirnya 
berangkatlah 2 orang yaitu Kyai Rangsangpati dan Kyai Kendil Wesi 
mengikuti sayembara. 
Sehingga keduanya berhasil memenangkan sayembara tersebut dan 
dari pihak Keraton Kasunanan memberikan keduanya wilayah di sekitar 
Dusun Cermo untuk Kyai Rangsangpati dinamakan Dusun Dalangan dan 
Kyai Kendil Wesi dinamakan Dusun Kalikijing. Namun untuk 
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menghormati Mbah Budho/Jo Cermo kedua dusun itu menjadi bagian dari 
Desa Cermo. Setelah itu munculah Dusun Ngledok, Giriloyo dan Padas.
112
 
3. Letak Geografis 
Secara geografis Desa Cermo Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali 
seluas : 301. 1989 Ha, terdiri dari 11 (sebelas) Dukuh, 4 (empat) RW, 22 
(dua puluh dua) RT dan 4 (empat) wilayah Kepala Dusun. Desa Cermo 
Kecamatan Sambi merupakan wilayah yang sangat strategis berada pada 
daerah agraris, sehingga Desa Cermo Kecamatan Sambi dapat 
mengembangkan potensi dari sektor pertanian dan peternakan. 
a. Batas wilayah atau batas Desa meliputi : 
1) Sebelah utara : Desa Kaliwungu 
2) Sebelah timur : Desa Trosobo 
3) Sebelah selatan : Desa Kaliwungu 
4) Sebelah barat : Kabupaten Semarang 
b. Luas Wilayah Desa Cermo : 301.1989 Ha 
1) Luas tanah sawah  :  86. 3358 Ha          
2) Luas tanah tegal  :  78. 2151 Ha 
3) Luas tanah pekarangan : 136. 6480 Ha   __   
   301.1989 Ha 
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 Suranto, Kepala Desa Cermo, Wawancara Pribadi, 7 Mei 2017, jam 07.00 - 08.00 WIB. 
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c. Sistem Pengairan  
1) Irigasi tekhnis  :  -       Ha 
2) Irigasi ½ tekhnis  :  -         Ha 
3) Irigasi sederhana  :   9. 1235  Ha 
4) Irigasi tadah hujan  : 77. 2123 Ha113 
4. Kondisi Monografi dan Demografi  
a. Kependudukan atau Gambaran Umum Demografis 
1) Jumlah penduduk keseluruhan  : 2. 647 jiwa 
a) Penduduk laki-laki sebanyak 1.311 jiwa 
b) Penduduk perempuan sebanyak 1.336 jiwa  
2) Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 725 KK, dengan jumlah Rumah 
Tangga Miskin (RTM) sebanyak  350 KK. 
b. Gambaran Kondisi Demografi Desa Cermo. 
Dari jumlah penduduk yang ada di Desa Cermo pertambahan 
penduduk Desa Cermo tidak melonjak, dengan adanya kelahiran dan 
kematian serta perpindahan penduduk (urbanisasi), dengan alasan 
untuk mencari penghidupan yang lebih layak. 
Tabel 1 
Jumlah Penduduk Menurut Usia di Desa Cermo Tahun 2016 
No Umur Jumlah 
1 Usia 0 sampai 5 tahun 108 orang 
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 Kantor Kepala Desa, Profil Desa Cermo, (Desa Cermo : Kepala Desa, 2015/2016) 
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2 Usia 6 sampai 16 tahun 391 orang 
3 Usia 17 sampai 25 tahun 228 orang 
4 Usia 26 sampai 55 tahun 491 orang 
5 Usia 56 – keatas 1.413 orang 
 Sumber : Profil Desa Cermo Tahun 2016. 
c. Mutasi Penduduk  
Tabel 2 
Jumlah Mutasi Penduduk Desa Cermo Tahun 2016 
 
No. Jenis Mutasi Laki-laki Perempuan 
1.  Pindah antar Kecamatan 3 4 
2.  Datang 1 - 
3. Lahir 5 7 
4. Mati 3 3 
5.  Mati < 5 tahun - - 
6. Mati > 5 tahun 2 - 
Sumber : Profil Desa Cermo Tahun 2016 
5. Kondisi Keagamaan 
Berdasarkan data jumlah penduduk menurut agama yang ada dalam 
buku profil Desa Cermo dalam hal beragama, mayoritas masyarakat Desa 
Cermo beragama Islam yang berjumlah 2.554 orang (sekitar 90% dari 
keseluruhan penduduk), untuk agama Kristen Protestan berjumlah 22 
orang, sedangkan agama Kristen Katolik berjumlah 54 orang. 
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Dalam hal menjalankan agamanya terutama agama Islam berjalan 
dengan baik, tetapi kesadaran dari masyarakat masih kurang mengenai 
pentingnya ilmu agama terutama membaca Al-Qur‟an. Selain itu, 
kurangnya tenaga pengajar di Desa Cermo dalam mempelajari ilmu 
agama. Maupun kurangnya ulama atau kyai yang ada di Desa Cermo 
sehingga kurangnya pengarahan masyarakat untuk mempelajari ilmu 
agama Islam. 
 Tetapi, sebagian masyarakat Desa Cermo juga menjalankan kegiatan 
majlis taklim ibu-ibu maupun yasinan yang dilakukan setiap malam jumat. 
Di Desa Cermo berkembang kebudayaan keagamaan seperti kenduren, 
pengajian-pengajian dan gugur gunung yang dilaksanakan 1 tahun sekali 
pada waktu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan kegiatan  
membersihkan makam-makam yang ada di desa oleh semua warga.
114
 
 Adapun sarana ibadah yang ada di Desa Cermo adalah sebagai berikut : 
Tabel 3 
Sarana ibadah di Desa Cermo Tahun 2016 
No. Sarana ibadah Jumlah 
1.  Masjid 6 Masjid 
2.  Langgar/Musholla 12 Musholla 
3.  Gereja 2 Gereja 
Sumber : Profil Desa Cermo Tahun 2016 
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6. Keadaan Pendidikan 
Dalam rangka membentuk generasi penerus yang terampil serta untuk 
meningkatkan Sumber Daya Manusia yang profesional diperlukan 
pendidikan yang memadai. Prasarana pendidikan yang terdapat di Desa 
Cermo  antara lain:  
- Taman Kanak-Kanak (TK) / Sederajat : 2 buah. 
- Sekolah Dasar (SD) / Sederajat : 2 buah.  
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) / sederajat : 1 buah. 
- Sekolah Menengah Umum (SMU) / sederajat : 1 buah 
Adapun jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang ada adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 4 
Tingkat Pendidikan Formal Penduduk Desa Cermo Tahun 2015 
No. Lulusan Jumlah 
1. Lulusan TK  - 
2. Lulusan Sekolah Dasar (SD) 52 orang 
3. Lulusan SLTP/SMP 13 orang 
4. Lulusan SLTA/SMA  8 orang 
5. Lulusan Akademi (DI-D3) 4 orang 
6. Lulusan Akademi (S1) 1 orang 
Sumber : Profil Desa Cermo Tahun 2015 
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Pendidikan masyarakat Desa Cermo masih tergolong menegah 
kebawah masyarakat kurang memperhatikan pendidikan formal, hal ini 
dapat dibuktikan setelah lulus SLTP / SMP tidak semua anak melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini juga dipengaruhi oleh 
faktor lingkungan, setelah lulus SLTP / SMP anak-anak lebih memilih 
untuk bekerja dari pada sekolah. 
7. Kondisi Ekonomi Desa 
a. Potensi Unggulan Desa 
Keadaan masyarakat Desa Cermo masih terbilang menengah 
kebawah. Dilihat dari grafik kependudukan berdasarkan mata 
percaharian mayoritas masyarakat Desa Cermo bercocok tanam atau 
petani, maka yang merupakan potensi unggulan Desa Cermo di bidang 
pertanian khususnya tanaman padi dan palawija. 
Dari banyaknya penduduk yang memiliki mata pencaharian 
petani hampir 98 % yang masih melakukan cara-cara bertani dengan 
system tradisional. Disamping itu, industri kecil Rumah Tangga di 
Desa Cermo juga semakin berkembang yaitu kerajinan anyaman dari 
bambu. 
b. Pertumbuhan Ekonomi Desa  
Dengan berkembangnya program upaya pengentasan 
kemiskinan dari Pemerintah atasan, adanya program tersebut mampu 
membantu dan mendorong masyarakat untuk memperbaiki taraf 
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perekonomiannya. Hal ini terbukti adanya program RASKIN, BLT 
maupun pinjaman lunak untuk usaha kecil dan menengah maka 
masyarakat Desa Cermo tiap tahunnya menurun jumlah KK Miskin. 
Secara rinci potensi ekonomi Desa Cermo sangat beragam dimana 
mata pencaharian penduduk adalah sebagai berikut : 
Tabel 5 
Mata pencaharian penduduk Desa Cermo Tahun 2015 
No. Jenis mata pencaharian Jumlah 
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 43 orang 
2. TNI/POLRI 4 orang 
3.  Karyawan Swasta 72 orang 
4.  Wiraswasta/Pedagang 24 orang 
5.  Petani 165 orang 
6.  Buruh Tani 32 orang 
7.  Pertukangan 86 orang 
8.  Pensiunan 14 orang 
9. Nelayan - 
   Sumber : Profil Desa Cermo Tahun 2015
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8. Kondisi Sosial Budaya  
Kehidupan masyarakat di Desa Cermo dikategorikan sebagai 
masyarakat perdesaan. Kegiatan yang sangat menonjol dan terlihat 
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dilakukan oleh masyarakat Desa Cermo yaitu tercerminnya gotong royong 
yang masih terjalin kuat. Sifat gotong royong merupakan ciri khas 
kehidupan warga masyarakat Desa Cermo. Gotong royong di desa Cermo 
tidak hanya dalam masalah kebersihan desa dan sejenisnya, namun juga 
gotong royong yang bersifat kekeluargaan. 
Lingkungan Desa Cermo yang tenang menandakan kedamaian dan 
keharmonisan warganya. Keharmonisan itu ditunjukkan oleh kepedulian 
sosial yang tinggi dengan prinsip tolong menolong antar sesama warga. 
Kepedulian sosial terwujud pada kepatuhan pranata sosial yang telah 
berlangsung lama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cermo disebut 
dengan sambatan atau rasa saling membantu antar sesama masyarakat. 
Kegiatan sambatan yang biasa dilakukan di Desa Cermo, seperti 
sambatan mendirikan rumah, sambatan upacara pernikahan, sambatan 
selametan maupun yang bersifat anjuran dari aparat pemerintahan Desa, 
seperti kerja bakti perbaikan jalan maupun pembuatan masjid dan 
mushola.
116
 
B. Keabsahan Data Perkawinan Antara Paman Dengan Keponakan di Desa 
Cermo   
Perkawinan antara paman dengan keponakan terjadi di Desa Cermo 
Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali terdapat 2 (dua) kasus, sebagai berikut 
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1. Agus Supriyanto yang menikah dengan Suwarti beralamat di Dukuh 
Ngledok, Desa Cermo. 
2. Supat yang menikah dengan Ruminem beralamat di Dukuh Cermo, Desa 
Cermo. 
Untuk memperjelas pelaksanaan perkawinan antara paman dengan 
keponakan yang terjadi di Desa Cermo penulis akan paparkan terkait 
peristiwa perkawinan karena hubungan nasab yang terjadi di Desa Cermo : 
1. Agus Supriyanto menikah dengan Suwarti beralamat di Dukuh Ngledok 
Desa Cermo, yang menikah pada tanggal 20 Agustus 1998. Mereka 
menikah dikarenakan ibunya Suwarti menginginkan anaknya (Suwarti) 
untuk menikah dengan saudara ibunya Suwarti (Agus Supriyanto), yang 
bermaksud agar harta orang tuanya tidak berpindah kepada saudara yang 
lainnya. Sebelum pernikahan terjadi, ada 2 (dua) orang lelaki yang 
menyukai Suwarti, tetapi ibunya Suwarti tidak menyetujuinya dikarenakan 
mereka bukan orang kaya, ibunya Suwarti meningkahkan anaknya melihat 
dari kekayaan yang dimilikinya. Akhirnya pada tanggal 20 Agustus 1998, 
Suwarti dinikahkan dengan pamannya yang bernama Agus Supriyanto. 
Silsilah keluarga terkait perkawinan antara paman dengan keponakan 
di Dukuh Ngledok, Desa Cermo, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali : 
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Kartono (Ayah kandung dari 
Agus Supriyanto dan kakek 
dari Suwarti)  
Waginah (Ibu kandung dari Agus 
Supriyanto dan nenek dari Suwarti) 
 
Status Hubungan Dalam Keluarga (Anak) : 
1. Surti (Anak Pertama dari orang tua Kartono dan Waginah) yang 
meningkah dengan Sumardi     mempunyai anak yang bernama 
Suwarti sebagai anak yang pertama. 
2. Sulasmi (Anak Kedua) 
3. Suparti (Anak Ketiga) 
4. Supono (Anak Keempat) 
5. Agus Supriyanto (Anak Kelima dari orang tua Kartono dan Waginah)      
      yang meningkah dengan Suwarti.
117
 
 Dalam hal ini, dijelaskan bahwa Agus Supriyanto sebagai paman 
(saudara laki-laki dari ibunya Suwarti) dan Suwarti sebagai keponakan. 
Secara administatif perkawinan paman dengan keponakan yang terjadi di 
Dukuh Ngledok Desa Cermo Kecamatan Sambi dicatatkan atau disahkan 
di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambi dan perkawinannya 
mempunyai Buku Nikah.  
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 Berdasarkan data dalam Daftar Pemeriksaan Nikah dengan nomor akta 
nikah : 190/47/VIII/98 atas nama Agus Supriyanto dan Suwarti telah 
dilaksanakan pemeriksaan nikah pada hari Senin tanggal 10 Agustus 1998 
bahwa akad nikah akan dilangsungkan pada hari kamis pahing tanggal 20 
Agustus tahun 1998 (26 Ba‟da Mulud 1419 H)  jam 10.00 WIB di Kantor 
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambi.  
 Perkawinan paman dengan keponakan telah dilangsungkan atau 
dilakukan antara calon suami dan calon istri di Dukuh Ngledok Desa 
Cermo Kecamatan Sambi sebagai berikut :  
a. CALON SUAMI ( mempelai laki-laki ) 
 Nama Lengkap : Agus Supriyanto 
 Bin   : Kartono (Almarhum) 
 Tempat, tanggal lahir  : Boyolali, 20 September 1973. 
 Alamat / tempat tinggal : Ngledok , Cermo, Sambi, Boyolali. 
 Agama    : Islam 
 Pekerjaan   : Swasta 
 Pendidikan terakhir : SLTA 
  Status sebelum nikah   : Jejaka 
  Orang tua kandung :   
- Nama Ayah : Kartono (Almarhum) 
- Nama Ibu     : Waginah 
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b. CALON ISTRI (mempelai perempuan) 
 Nama Lengkap  : Suwarti 
 Binti    : Sumardi (Almarhum) 
 Tempat, tanggal lahir  : Boyolali, 8 November 1980 
 Agama    : Islam 
 Pekerjaan  : Swasta 
 Alamat / tempat tinggal : Ngledok, Cermo, Sambi, Boyolali 
 Pendidikan Terakhir  : SMP 
 Status sebelum nikah  : Perawan 
 Orang tua kandung :   
- Nama Ayah : Sumardi (Almarhum) 
- Nama Ibu     : Surti   
 Perkawinan tersebut dilakukan dengan wali nikah dari pihak calon 
pengantin wanita yang bernama Wakiman bin Mustawi yang 
hubungannya sebagai wali nasab (pakde) beralamat di Dukuh Cermo Desa 
Cermo dan perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi, saksi 
pertama yang bernama Citro Suwarso dan saksi kedua bernama Supono 
beralamat di Dukuh Ngledok Desa Cermo.  
 Berdasarkan data tersebut, yang mencatat pernikahannya yaitu bapak 
Sutandi sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Sambi dan wakil Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Sambi yang menghadiri akad nikah atau 
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Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang memeriksa yaitu Syarifuddin, 
sedangkan yang menghadiri akad nikah pembantu Pegawai Pencatat Nikah 
(PPN) yang memeriksa atau mengantar yaitu Sri Warsono beralamat di 
Desa Cermo. 
 Dari data dalam syarat-syarat perkawinan, bahwa pernikahan yang 
dilakukan Agus Supriyanto dan Suwarti melampirkan surat yang 
diperlukan untuk diperiksa, sebagai berikut :  
1) Surat Keterangan Untuk Nikah dari calon mempelai laki-laki dan 
perempuan yang dibuat Kepala Desa Cermo, Kecamatan Sambi, 
Kabupaten Boyolali Nomor : 474.2/10/8/98 tanggal 08 – 08 – 1998 . 
2) Surat Keterangan Asal Usul dari calon mempelai laki-laki dan 
perempuan yang dibuat Kepala Desa Cermo, Kecamatan Sambi, 
Kabupaten Boyolali Nomor : 474/10/8/98 tanggal 08 – 08 – 1998 . 
3) Surat Persetujuan Mempelai calon suami istri tanggal 08 – 08 – 1998 . 
4) Surat Keterangan tentang orang tua dari calon mempelai laki-laki dan 
perempuan yang dibuat Kepala Desa Cermo bapak Ramelan, 
Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali Nomor : 474.2/10/8/98 tanggal 
08 – 08 – 1998 . 
5) Surat Izin Orang Tua (dikarenakan pihak calon mempelai perempuan 
masih berumur 18 tahun atau < dari 21 tahun) yang dibuat di Cermo 
tanggal 08 – 08 – 1998 . 
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6) Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah yang meberitahukan wali nikah 
bapak Wakiman dibuat di Cermo tanggal 08 – 08 – 1998 .  
 Secara administratif perkawinan yang dilakukan Agus Supriyanto  dan 
Suwarti dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambi, 
tetapi berdasarkan data syarat-syarat nikah terdapat data yang belum 
tercantumkan yaitu Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
118
  
 Dari Data Daftar Pemeriksaan Nikah dalam pertanyaan pihak PPN 
(Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama (KUA) adakah calon 
mempelai (calon istri dan calon suami) adanya hubungan kekeluargaan 
(nasab), akan tetapi pihak keluarga dari calon mempelai mengatakan tidak, 
dikarenakan dalam data pemeriksaan nikah tertulis tidak ada hubungan 
nasab. 
 Sehingga perkawinan tetap dapat dilangsungkan karena dianggap oleh 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN)  Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Sambi telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan. Dalam hal ini 
kurangnya ketelitian Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan 
Agama (KUA) Kecamatan Sambi dalam pemeriksaan data calon 
mempelai.   
2. Supat yang menikah dengan Ruminem beralamat di Dukuh Cermo Desa 
Cermo Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali yang menikah sekitar tahun 
1996. Mereka menikah dikarenakan mereka suka sama suka sebelum 
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pernikahan terjadi Ruminem sudah hamil dulu (hamil diluar nikah) 
dengan Supat. Dan dikarenakan keluarga dari pihak laki-laki orangnya 
kaya, akhirnya mereka menikah dicatatkan di Kantor Urusan Agama 
Sumatera. Tetapi untuk sekarang tempat tinggal Ruminem dan Supat 
menetap di Desa Cermo. Akhirnya sekitar tahun 1996 Ruminem 
dinikahkan dengan Supat. 
Silsilah keluarga terkait perkawinan antara paman dengan keponakan 
yang terjadi di Dukuh Cermo, Desa Cermo, Kecamatan Sambi, Kabupaten 
Boyolali : 
Niti (Ayah kandung dari Supat 
dan kakek dari Ruminem) 
Parikem (Ibu kandung dari Supat 
dan nenek dari Ruminem) 
   
Status Hubungan Dalam Keluarga (Anak) : 
1. Parno (Anak Pertama) 
2. Pardi (Anak Kedua dari orang tua Niti dan Parikem). Istrinya Pardi                  
mempunyai anak yang bernama Ruminem. 
3. Ngatino (Anak Ketiga) 
4. Juminah (Anak Keempat) 
5. Supat (Anak Kelima dari orang tua Niti dan Parikem)      yang 
meningkah dengan Ruminem. 
6. Sarno (Anak Keenam) 
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Dalam hal ini, dijelaskan bahwa Supat sebagai paman (saudara laki-
laki dari ayahnya Ruminem) dan Ruminem sebagai keponakan. 
Perkawinan antara paman dengan keponakan telah dilangsungkan atau 
dilakukan antara calon suami dan calon istri di Dukuh Cermo, Desa 
Cermo, Kecamatan Sambi, sebagai berikut :  
a. CALON SUAMI ( mempelai laki-laki) 
Nama Lengkap  : Supat 
Alamat/tempat tinggal  : Cermo, Cermo, Sambi, Boyolali 
Agama    : Islam 
Pekerjaan    : Buruh Harian Lepas 
Pendidikan terakhir  : SMK 
Jenis Kelamin    : Laki-laki 
Status sebelum nikah    : Jejaka 
b. CALON ISTRI (mempelai perempuan) 
Nama Lengkap   : Ruminem 
Agama     : Islam 
Pekerjaan    : Mengurus Rumah Tangga 
Alamat/  tempat tinggal  : Cermo, Cermo, Sambi, Boyolali 
Pendidikan Terakhir  : SMK 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
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Status sebelum nikah  : Perawan
119
 
Secara administratif, perkawinan yang dilakukan Supat dan Ruminem 
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sumatera, dikarenakan dahulu 
keluarga mereka berada di Sumatera.
120
 
C. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Munculnya Perkawinan Antara 
Paman dengan Keponakan di Desa Cermo 
1. Pengertian Perkawinan Antara Paman dengan Keponakan 
Perkawinan antara paman dengan keponakan yaitu perkawinan yang 
dilangsungkan atau dilakukan saudara laki-laki dari ibunya atau ayahnya 
yang disebut paman yang meningkah dengan anak perempuan dari saudara 
laki-laki maupun saudara perempuan merupakan keponakannya sendiri. 
Perkawinan antara paman dengan keponakan yang terjadi di Desa 
Cermo dilangsungkan atau dilakukan seperti halnya dengan perkawinan 
biasa yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat yaitu adanya rukun-
rukun dalam perkawinan baik mengenai calon suami istri, wali nikah, dua 
orang saksi maupun ijab dan qabul.
121
 
Namun perkawinan tidak diperbolehkan apabila syarat-syarat calon 
suami istri dalam berhubungan darah atau nasab, tetapi perkawinan terjadi 
karena hubungan nasab yang telah dilakukan dan berlangsung dalam 
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perkawinan antara paman dengan keponakan di Desa Cermo, Kecamatan 
Sambi, Kabupaten Boyolali. Secara persyaratan administratif bahwa 
perkawinan antara paman dengan keponakan sudah dicatatkan di Kantor 
Urusan Agama (KUA). Seharusnya Kantor Urusan Agama (KUA) lebih 
berhati-hati dalam melakukan pencatatan nikah karena perkawinan 
tersebut termasuk dalam larangan perkawinan 
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Antara Paman dengan 
Keponakan 
Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, 
mawadah dan rahmah untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara 
pasangan suami istri terwujudnya ketentraman atau ketenangan dalam 
keluarga, sehingga akan memberikan pengaruh yang baik terhadap 
kehidupan bermasyarakat.
122
 
Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, seseorang yang hendak 
menikah seharusnya menyeleksi terlebih dahulu dengan siapa mereka 
dilarang menikah atau tidak boleh melakukan perkawinan karena 
hubungan darah, juga harus diperhatikan dampaknya baik sebelum 
melakukan perkawinan maupun setelah dilangsungkan perkawinan.
123
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Adapun faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perkawinan 
antara paman dengan keponakan di Desa Cermo Kecamatan Sambi 
sebagai berikut : 
1) Faktor suka sama suka 
Sebelum pernikahan terjadi pelaku saling suka sama suka 
dikarenakan pelaku sudah hamil dulu (hamil diluar nikah) dan 
akhirnya mereka menikah. Dengan sebab bebasnya pergaulan yang 
saling mencintai kemudian sampai pada tahap perkawinan. Di Desa 
Cermo sendiri secara adat atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat 
terkait dengan pergaulan tidak ada pembatas secara pasti.
124
 
Pada mulanya perkawinan paman dengan keponakan terjadi karena 
keinginan untuk mendapatkan harta kekayaan yang dimiliki orang 
tuanya agar tidak berpindah kepada saudara lain, namun karena sudah 
menjadi keputusan orang tuanya, sehingga anaknya mengikuti 
keinginan orang tuanya, yang akhirnya menimbulkan rasa saling suka 
sama suka.     
2) Faktor harapan harta agar tidak berpindah kepada saudaranya 
Perkawinan antara paman dengan keponakan yang terjadi di 
Dukuh Ngledok Desa Cermo adanya faktor harapan harta kekayaan 
orang tuanya agar tidak berpindah ke saudara yang lain, terbukti 
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terjadi tanah dan bangunan rumah berukuran 9 m2 x 13 m2 dari orang 
tuanya Agus Supriyanto diberikan kepada kakaknya, tetapi tanah 
tersebut disertifikatkan atas nama Agus Supriyanto tanpa 
sepengetahuan kakaknya, sehingga kakaknya tidak mempunyai hak 
milik terhadap tanah tersebut.
125
  
3) Faktor tingkat pendidikan dan rendahnya pengetahuan agama 
Perkawinan paman dengan keponakan yang terjadi di Dukuh 
Ngledok dalam pemahaman mengenai hukum Islam belum pernah 
mendapatkan pelajaran di sekolah dan kurangnya pengetahuan agama 
Islam, dikarenakan Suwarti hanya berpendidikan terakhir Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) Umum dan Agus Supriyanto berpendidikan 
terakhir SMEA Kristen.
126
 
Apabila di Dukuh Cermo, perkawinan yang terjadi antara Supat 
dan Ruminem dalam hal pemahaman agama juga belum pernah 
mendapatkan pelajaran terkait hukum Islam dan kurangnya 
pemahaman tentang pengetahuan hukum Islam, dikarenakan pelaku 
berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Umum.
127
 
4) Faktor Ekonomi Keluarga 
Keterkaitan dalam ekonomi keluarga yang pas-pas an atau 
mempunyai keterbatasan pendapatan dalam keluarga, hal ini 
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perkawinan paman dengan keponakan terjadi di Dukuh Ngledok Desa 
Cermo antara Suwarti dan Agus Supriyanto dikarenakan sebelum 
terjadi pernikahan bapak dari orang tuanya mereka sudah meninggal, 
dan ibunya mereka yang menjadi tulang punggung keluarga hanya 
bekerja sebagai buruh dan ibunya menginginkan anaknya untuk 
menikah dengan orang yang kaya. Sehingga anaknya menikah dengan 
saudara ibunya yang akan mendapatkan harta kekayaan dari orang 
tuanya.
128
 
Apabila di Dukuh Cermo Desa Cermo, keluarganya Ruminem 
hanya mempunyai pendapatan yang pas-pas an berbeda dengan 
keluarga dari pihak laki-laki yang keluarganya kaya dan Ruminem 
telah hamil yang dihamili oleh Supat, sehingga orang tuanya saling 
menyetujui mereka untuk dinikahkan dengan laki-laki yang 
menghamilinya.
129
 
5) Faktor biologis 
Ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan hawa 
nafsunya, sehingga perkawinan paman dengan keponakan terjadi 
dikarenakan pelaku sebelum menikah telah terjadi kehamilan (hamil 
diluar nikah) baik dengan alasan suka sama suka atau saling mencintai   
sehingga terjadi dorongan seksual karena nafsunya. 
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Hal ini terjadi di Dukuh Cermo Desa Cermo perkawinan antara 
Ruminem dengan Supat bahwa sebelum terjadi pernikahan, Ruminem 
sudah hamil dulu (hamil diluar nikah) yang dihamili oleh Supat. 
Akhirnya mereka menikah. Melahirkan anak yang pertama bernama 
Ayuk sekitar tahun 1996.
130
 
3. Dampak atau Akibat dari Perkawinan Antara Paman dengan Keponakan di 
Desa Cermo Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. 
Adapun dampak atau akibat dari perkawinan antara Paman dengan 
Keponakan di Desa Cermo, yaitu : 
a. Dampak terhadap kesehatan fisik 
Kondisi genetik pada perkawinan antara paman dengan 
keponakan yang terjadi di Desa Cermo adalah gangguan kebisuan atau 
kurang jelas dalam berbicara. Akibat perkawinan paman dengan 
keponakan yang terjadi di Dukuh Ngledok Desa Cermo 
mengakibatkan anak laki-laki (anak yang nomor dua) berumur 2 (dua) 
tahun lebih dalam hal berbicara kurang jelas.
131
 
Apabila di Dukuh Cermo Desa Cermo mengakibatkan anak 
laki laki (yang nomer dua) bernama Riko dalam berbicara kurang jelas 
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atau memiliki kebisuan. Sampai saat ini Riko yang sudah sekolah 
SMP Veteran kelas 3 masih mengalami kesulitan dalam berbicara.
132
 
b. Dampak terhadap penyakit yang sulit disembuhkan 
Secara kenyataannya di Dukuh Ngledok Desa Cermo, penyakit 
yang diderita oleh Suwarti dan ibunya Suwarti mempunyai penyakit 
yang sama, yaitu mengalami penyakit tulang kropos pada bagian 
kedua kaki, sehingga dalam berjalan mereka mengalami kesulitan, 
sampai saat ini penyakit yang diderita Suwarti dan ibunya Suwarti 
belum sembuh-sembuh, meskipun sudah berusaha diobatinya.     
Dalam permasalahan ini, sebagian masyarakat Dukuh Ngledok 
menjadi heran terhadap penyakitnya yang dialami Suwarti dan ibunya 
Suwarti, yang diherankan masyarakat Dukuh Ngledok yaitu penyakit 
yang dialami anak dan ibunya bisa sama.
133
 
c. Dampak terhadap ketidaksenangan dengan saudaranya 
Selain faktor harta kekayaan yang dimiliki orang tuanya Agus 
Supriyanto dan Surti (ibunya Suwarti) agar tidak berpindah kepada 
saudaranya yang lain, tetapi juga terdapat permasalahan lain terkait 
ketidaksenangan terhadap saudaranya yaitu dengan cara mendukunkan 
dengan perantara orang yang dipercayai mempunyai ilmu ghaib. 
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Yang terbukti terjadi kakak laki-lakinya didukunkan dengan 
memberikan tulang babi dibagian punggungnya (adanya benjolan) 
yang intinya kakak laki-lakinya biar lungkrah atau agar malas dalam 
melakukan pekerjaan atau mencari uang dan hal itu sudah lama 
terjadi.
134
 
D. Pendapat Para Pimpinan Lembaga Kemasyarakat Terhadap Perkawinan 
Antara Paman dengan Keponakan di Desa Cermo 
Dalam permasalahan perkawinan antara paman dengan keponakan 
yang terjadi di Desa Cermo, ada beberapa pandangan dari para tokoh lembaga 
kemasyarakatan mengenai perkawinan antara paman dengan keponakan di 
Desa Cermo : 
1. Pendapat Dari Tokoh Desa 
Sebenarnya dalam hukum Islam perkawinan paman dengan 
keponakan tidak diperbolehkan atau haram karena sudah jelas dalilnya 
dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 23, tetapi apabila perkawinannya 
sudah menjadi kehendak para pihak dan sudah dilakukannya, 
seumpamanya akhirnya berdampak tidak baik, misalnya ketika dahulu 
sebelum melakukan pernikahan adanya suatu kebohongan tetapi tidak 
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diketahuinya, dari semua itu yang menanggungnya atau yang menanggung 
dosanya para pihak yang bersangkutan.
135
    
2. Pendapat Dari Tokoh Agama Islam Setempat 
Pendapat dari tokoh agama Islam menyatakan sebaiknya tidak 
melakukan perkawinan antara paman dengan keponakan karena masih 
dalam hubungan nasab atau darah. Kalau bisa cari laki-laki atau 
perempuan lain yang  tidak ada hubungan nasab. Apabila perkawinan 
antara paman dengan keponakan sudah terjadi, perkawinan tersebut 
menjadi fasakh atau harus dibatalkan. Karena didalam Al Qur‟an Surat 
An-Nisa‟ ayat 22 dan 23 bahwa perkawinan antara paman dengan 
keponakan sudah jelas jelas haram. Karena perkawinan tersebut juga 
masih muhrim itu jelas dilarang.  
Biasanya perkawinan tersebut terjadi adanya harapan harta agar 
tidak berpindah kepada saudaranya yang lain. Ketika saya dahulu di 
Magelang, ada satu kasus mengenai perkawinan paman dengan keponakan 
dengan harapan harta agar tidak berpindah kepada saudaranya yang lain. 
Akhirnya perkawinan tersebut dibatalkan. 
Dalam permasalahan ini, terkait hukum agama di Desa Cermo ada 
yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui karena kesadaran dari 
masyarakat Desa Cermo mengenai pemahaman ilmu agama masih terlihat 
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kurang. Yang mengetahui bahwa perkawinan tersebut diharamkan hanya 
sebatas mengetahuinya.  
Namun dalam menyatakan keharaman ada masyarakat yang tidak 
mengungkapkan keharamannya di dalam Nash Al Quran. Masyarakat 
yang mengatakan seperti itu, karena di Desa Cermo ini kurangnya para 
intelektual Islam sehingga menjadikan masyarakat Desa Cermo kurang 
mempelajari ilmu agama Islam.
136
 
3. Pendapat Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambi 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambi, apabila mengetahui 
perkawinan yang masih ada hubungan nasab khususnya perkawinan antara 
paman dengan keponakan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menolak  
tidak mau meningkahkan perkawinannya. Karena perkawinan tersebut 
sudah jelas haram. Dalilnya juga sudah jelas dalam Surat An-Nisa ayat 23.  
Perkawinan antara paman dengan keponakan apabila sudah 
berlangsung, dalam hukum Islam itu terjadi fasakh yang diajukan kepada 
Pengadilan Agama. Di dalam hukum Islam larangan perkawinan itu kan 
ada 3 (tiga) yaitu karena hubungan nasab, hubungan mushaharah dan 
hubungan susuan. Perkawinan paman dengan keponakan itu termasuk 
mahram muabbad (haram selamanya).  
 Apabila perkawinannya sudah terjadi dan secara administratif 
perkawinannya terbukti dicatatkan di Kantor Urusan Kecamatan Sambi, 
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dalam hal ini kembali kepada yang bersangkutan karena perkawinan ini 
menyangkut hak privasi seseorang.
137
  
4. Pendapat Salah Satu Masyarakat Dukuh Cermo 
Menurut Bapak Manuar mengatakan bahwa perkawinan paman 
dengan keponakan sebenarnya tidak diperbolehkan karena mereka 
menikah yang sedarah, tetapi untuk ketidakbolehannya di dalam Al Quran 
Surat apa atau ayat berapa belum mengetahuinya dan saya rasa sebagian 
masyarakat Dukuh Cermo Desa Cermo juga mengatakan begitu.  
Karena perkawinan yang terjadi di Dukuh Cermo Desa Cermo pelaku 
sebelum menikah sudah hamil dulu, mereka merasa minder dengan 
masyarakat Dukuh Cermo Desa Cermo, untuk mengatasi keminderannya 
tersebut, mereka ikut menyusul orang tuanya di Sumatera dan dinikahkan 
di Sumatera, 
138
   
5. Pendapat Salah Satu Masyarakat Dukuh Ngledok 
Di dukuh Ngledok Desa Cermo ada satu pasangan keluarga yang 
melakukan perkawinan paman dengan keponakan, diperbolehkan apa 
tidaknya menurut Ibu Wuryatmini tidak mengetahuinya, karena ketika 
dahulu pelaku menikah, Ibu Wuryatmini dan suaminya mengantarkan 
kedua calon perkawinan paman dengan keponakan di Kantor Urusan 
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Agama Kecamatan Sambi, buktinya Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Sambi juga mau menikahkan perkawinannya mereka.
139
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ANTARA PAMAN 
DENGAN KEPONAKAN DI DESA CERMO KECAMATAN SAMBI 
KABUPATEN BOYOLALI  
Hukum perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat 
penting. Hukum perkawinan Islam tidak hanya mengatur mengenai tata cara 
pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur persoalan yang berhubungan 
dengan perkawinan, misalnya larangan perkawinan.
140
  
Dalam fiqih larangan perkawinan disebut dengan mahram (orang yang haram 
dinikahi). Dalam hal ini, harus diperhatikan mengenai asas selektivitas yaitu 
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seseorang yang hendak menikah harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa dia 
boleh melakukan perkawinan dan dengan siapa dia dilarang (tidak boleh menikah).
141
  
Dalam Islam pada dasarnya perkawinan antara paman dengan keponakan 
termasuk larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya. Tetapi secara 
kenyataannya perkawinan tersebut telah terjadi di Desa Cermo.  
Berdasarkan hasil penelitian di Desa Cermo dapat diketahui perkawinan 
antara paman dengan keponakan, yang kemudian akan dipadukan dengan buku-buku 
yang mengkaji tentang tinjauan umum perkawinan dan larangan perkawinan. 
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Antara Paman Dengan 
Keponakan di Desa Cermo Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali 
Berdasarkan pada bab III penulis telah menguraikan faktor-faktor 
penyebab terjadinya perkawinan antara paman dengan keponakan. 
Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara 
seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin 
antara kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga 
dengan rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah.
142
 
Dalam hal ini, analisis pelaksanaan perkawinan antara paman dengan 
keponakan di Desa Cermo, akan terbagi menjadi beberapa tahap, adapun 
penjabarannya sebagai berikut :  
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Tahap Pertama, pelaku melakukan pernikahan karena orang tuanya 
menginginkan anaknya menikah dengan orang yang kaya, apabila anaknya 
mendapatkan keluarga yang kaya, maka orang tuanya ikut merasakan 
kebahagiaannya. Akhirnya anaknya mau dinikahkan dengan laki-laki yang 
kaya dan kemudian tahap saling suka sama suka. Perkawinan paman dengan 
keponakan juga terjadi karena pelaku hamil di luar nikah, pelaku merasa malu 
dengan masyarakat sekitar. Kemudian mereka memutuskan ketahap 
pernikahan. 
Tahap kedua, setelah mereka sepakat untuk menikah dan mendapatkan 
izin dari orang tuanya, kemudian pelaku mencari segala persyaratan untuk 
menikah dan kedua calon mempelai akan menikah di Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan, tetapi terdapat persyaratan yang belum dicantumkan yaitu 
Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. 
Tahap Ketiga, setelah mendapat persyaratan-persyaratan nikah dari 
Kelurahan dan sudah terpenuhinya rukun nikah, maka pernikahannya 
dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama.  
Dalam pelaksanaan perkawinan antara paman dengan keponakan yang 
terjadi di Desa Cermo dilakukan seperti perkawinan pada umumnya yang 
dilakukan oleh masyarakat yaitu adanya rukun-rukun dalam perkawinan baik 
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mengenai calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi maupun ijab dan 
qabul.
143
  
Meskipun dalam pelaksanaan perkawinan telah terpenuhi rukun 
perkawinan, namun pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan, 
yaitu calon mempelai pria dan wanita  harus memenuhi syarat perkawinan 
supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya. Adapun 
syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut, telah baligh dan 
mempunyai kecakapan yang sempurna, berakal sehat, tidak karena paksaan, 
antara keduanya tidak  terlarang melangsungkan perkawinan. 
144
  
Pelaksanaan perkawinan antara paman dengan keponakan secara 
kenyataannya masih belum memenuhi syarat dalam perkawinan karena wanita 
yang hendak dikawini oleh seorang pria termasuk wanita yang haram 
dikawini disebabkan hubungan kekerabatan atau nasab dan seharusnya 
perkawinan yang dilaksanakan tidak karena paksaan artinya harus 
berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak. 
 Tetapi dalam perkawinan antara paman dengan keponakan yang terjadi di 
Desa Cermo untuk mendapatkan calon laki-laki karena kekayaannya, adanya 
suatu keterpaksaan dari ibunya calon mempelai perempuan yang 
menginginkan anaknya untuk menikah dengan laki-laki kaya dan dengan 
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sebab pelaku sebelum menikah sudah terjadi kehamilan, sehingga orang 
tuanya menginginkan anaknya harus dinikahkan dengan orang yang telah 
menghamilinya.  
Bahwa syarat pada prinsip perikatan harus dibebaskan pada kebebasan, 
sehingga tidak sah apabila perbuatan yang dilakukan karena paksaan. 
Perkawinan merupakan perbuatan hukum, maka harus dijalankan dengan 
kerelaan pelakunya.
145
 Karena keterpaksaan, kemudian perkawinan antara 
paman dengan keponakan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).  
Dari persyaratan-persyaratan untuk menikah di Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan yang belum tercantumkan menjadi jelas dengan tidak 
mencantumkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), 
bahwa pernikahan tersebut tidak mau terbongkar karena dengan Kartu 
Keluarga nantinya dapat terbukti apabila ada hubungan nasab.  
Pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administratif sebagai bukti 
telah terjadinya suatu perkawinan yang dianggap penting karena melalui 
pencatatan perkawinan akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan 
menjadi bukti otentik telah dilangsungkan perkawinan yang sah. Masalah 
pencatatan perkawinan tidak saja rumit tetapi seolah-olah menjadi sangat 
                                                          
145
 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 52. 
107 
 
 
penting. Bahkan urusan catat mencatat tersebut jauh lebih lama waktunya dari 
pada pelaksanaan akad nikah.
146
     
Dalam hal ini, perkawinan paman dengan keponakan yang dicatatkan di 
Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak meneliti 
secara jelas apabila adanya hubungan nasab, Pegawai Pembantu Pencatat 
Nikah (P3N) Desa Cermo yang memeriksa atau mengantar juga tidak meneliti 
secara jelas apakah kedua calon mempelai terdapat hubungan nasab.  
Apabila pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting 
untuk menjamin sahnya menurut hukum agama, ketertiban dan kepastian 
hukum bagi masyarakat, maka pencatatan perkawinan seharusnya dilakukan 
oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan kehati-hatian ataupun ketelitian 
dalam mencatatkan pernikahannya.
147
  
Apabila perkawinan telah berlangsung dan ditemukan adanya pelanggaran 
terhadap syarat dalam perkawinan karena wanita yang hendak dikawini oleh 
seorang pria termasuk wanita yang haram dikawini yang disebabkan 
hubungan nasab, sehingga berakibat tidak sahnya perkawinan.
148
 Sebenarnya 
perkawinannya menjadi fasakh atau terjadi pembatalan perkawinan yang 
diajukan ke Pengadilan Agama, meskipun pelaku mengetahui perkawinannya 
termasuk larangan perkawinan karena nasab atau sedarah, tetapi dalam hal ini 
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pelaku tidak mau melakukan fasakh dan tidak ada yang mengajukan 
pembatalan perkawinan karena dengan berbagai alasan baik suka sama suka 
maupun harta kekayaannya.  
Padahal. apabila perkawinan telah berlangsung, dari perkawinan itu telah 
mempunyai anak dan harta bersama, dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) menyatakan “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan 
hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”. Dengan demikian 
pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah 
mereka lahirkan.
149
  
Dalam hal ini, terdapat beberapa aspek yang melatarbelakangi munculnya 
pelaksanaan perkawinan antara paman dengan keponakan di Desa Cermo 
Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali : 
1. Menurut Bapak Manuar  
Faktor penyebab terjadinya perkawinan khususnya di Dukuh Cermo dari 
awal terlihat saling suka sama suka, sehingga terjadi dorongan seksual 
karena nafsunya, akhirnya pelaku perempuan telah hamil diluar nikah.
150
    
2. Menurut Bapak Amzah 
Faktor perkawinan antara paman dengan keponakan dilihat dari kenyataan 
yang terjadi dengan sebab harapan harta kekayaan dari orang tuanya agar 
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tidak berpindah kepada saudara yang lain, hal ini sudah terjadi khususnya 
di Desa Cermo.
151
 
3. Menurut Bapak Supono 
Selain faktor keinginan harta agar tidak berpindah kepada saudara yang 
lain dan secara kenyataan sudah dialaminya, terdapat faktor lain yaitu 
pendapatan keluarga yang pas-pas an atau terbatas dan karena paksaan 
oleh ibunya untuk menikah dengan orang yang kaya, akhirnya pernikahan 
terjadi.
152
 
Selain faktor-faktor tersebut juga terdapat akibat dari perkawinan antara 
paman dengan keponakan baik yang dialami pelaku maupun saudaranya 
setelah terjadinya perkawinan antara paman dengan keponakan. Adapun 
dampak atau akibat yang dialaminya, diantaranya : 
1. Menurut Bapak Amzah 
Akibat yang dialami setelah perkawinan berlangsung dan telah 
mempunyai anak dampaknya yaitu setiap anaknya yang kedua mengalami 
kebisuan atau kurang jelas dalam berbicara.
153
  
Dalam konsep penghindraan perbuatan sumbang (incest) secara 
biologis perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat dari 
                                                          
151
 Amzah, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 19 Mei 2017, jam 10.00 - 11.00 WIB. 
152
 Supono, kakak pelaku dan saksi nikah, Wawancara Pribadi, Sabtu 20  Mei 2017, jam 
16.00 -  
17
.30 WIB. 
153
 Amzah, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 19 Mei 2017, jam 10.00 - 11.00 WIB. 
110 
 
 
kesehatan keluarga akan mengakibatkan keturunan kurang sehat atau 
menyebabkan lahirnya anak yang cacat secara genetik.
154
 
2. Menurut Ibu Wuryatmini  
Setelah terjadinya perkawinan antara paman dengan keponakan khususnya 
di masyarakat Dukuh Ngledok Desa Cermo, secara kenyataannya akibat 
yang terjadi mengalami penyakit tulang kropos pada bagian kedua kaki 
yang diderita oleh pelaku perempuan dan ibunya, sampai saat ini penyakit 
tersebut belum sembuh-sembuh.
155
     
3. Menurut Bapak Supono 
Selain terjadi efek harta kekayaan yang dimiliki orang tuanya agar tidak 
berpindah kepada saudaranya yang lain, terdapat dampak lain yaitu pelaku 
mendukunkan saudaranya agar malas dalam mencari uang.
156
      
Dari keterangan yang menjadi penyebab pelaku melakukan perkawinan 
yang masih ada hubungan nasab dikarenakan terjadinya : 
a. Hamil diluar nikah, perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang 
hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria 
yang menghamilinya. Masalah perkawinan wanita hamil dijelaskan dalam 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 : 
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 Beni Ahmad Saebani,  Antropologi Hukum, (Bandung : Pustaka Seti, 2012) , hlm. 191. 
155
 Wuryatmini, kakak keponakan dari pelaku, Wawancara Pribadi, 17 Mei 2017, jam 09.00 -
10.00 WIB. 
156
 Supono, kakak pelaku dan saksi nikah, Wawancara Pribadi, Sabtu 20  Mei 2017, jam 
16.00 -  17.30 WIB. 
111 
 
 
1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan wanita 
yang menghamilinya. 
2. Perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa 
menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 
Hal ini, wanita hamil diluar nikah sangat dilarang oleh agama, norma 
maupun etika dan perundang-undangan Negara, selain karena adanya 
pergaulan bebas juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak, 
untuk mengantisipasi perbuatan yang terlarang, perlunya pendalaman 
agama maupun kesadaran hukum.
157
 
b. Harapan harta agar tidak berpindah kepada saudara yang lain, dalam 
sebab-sebab pelaksanaan pembagian kewarisan bagian ahli waris kerabat 
(nasab) sudah ditentukan bagiannya masing-masing, dalam Surat An Nisa 
ayat 11 sudah mengatur mengenai keseimbangan perolehan antara hak dan 
kewajiban seorang anak, maka laki-laki memperoleh 2/3 dan perempuan 
memperoleh 1/3 dari harta warisan.
158
 Tetapi pelaku masih mengharapkan 
harta warisan yang dimiliki orang tuanya padahal harta kewarisan sudah 
dibagi masing-masing dari anaknya, yang secara kenyataan berupa tanah 
sebagai bukti telah disertifikatkan tanpa sepengetahuan ahli waris.   
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 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, … hlm 128. 
158
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 
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B. Analisis Pendapat Masyarakat Terhadap Perkawinan Antara Paman 
Dengan Keponakan di Desa Cermo Kecamatan Sambi Kabupaten 
Boyolali 
Dalam pembahasan di BAB II telah diuraikan mengenai larangan 
perkawinan, telah jelas bahwa perkawinan antara paman dengan keponakan 
termasuk larangan perkawinan (mahram Muabbad) yang diharamkan untuk 
selamanya, tetapi secara kenyataannya perkawinan tersebut telah dilakukan di 
Desa Cermo, dalam hal ini ada beberapa pendapat dari para pimpinan 
kemasyarakatan : 
1. Menurut Bapak Parjuno (Kaur Pembangunan/Muddin) 
Perkawinan antara paman dengan keponakan sebenarnya dalam hukum 
Islam tidak diperbolehkan karena dalilnya sudah jelas dalam Surat An 
Nisa‟ ayat 23.159  
2. Menurut Bapak Amzah (Tokoh Agama Desa Cermo) 
Dalam Al Quran Surat An-Nisa‟ ayat 22 dan 23, sudah jelas bahwa 
perkawinan antara paman dengan keponakan hukumnya haram, karena 
masih dalam hubungan nasab. Apabila perkawinan tersebut sudah terjadi 
maka perkawinannya menjadi fasakh atau batal.
160
  
3. Menurut Bapak Musadi (Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi) 
                                                          
159
 Parjuno, Kaur Pembangunan (Muddin), Wawancara Pribadi, Minggu 28  Mei 2017, jam 
10.00 - 11.00 WIB. 
160
 Amzah, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 19 Mei 2017, jam 10.00 - 11.00 WIB. 
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Apabila Kantor Urusan Agama mengetahui perkawinan yang masih ada 
hubungan nasab, maka pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Sambi menolak perkawinan tersebut. Karena sudah jelas dalilnya dalam 
Al Quran Surat An Nisa‟ ayat 23. Apabila perkawinannya sudah terjadi 
maka dalam hukum Islam perkawinannya menjadi fasakh yang diajukan 
oleh para pihak ke Pengadilan Agama.
161
  
4. Menurut Bapak Manuar (Masyarakat Dukuh Cermo) 
Sebenarnya perkawinan antara paman dengan keponakan tidak 
diperbolehkan, karena masih sedarah, tetapi ketidakbolehan tersebut tidak 
mengetahuinya di dalam Al Qur‟an, hanya mengatakan ketidakbolehannya 
saja.
162
 
5. Menurut Ibu Wuryatmini (Masyarakat Dukuh Ngledok) 
Perkawinan antara paman dengan keponakan diperbolehkan apa  tidaknya 
tidak mengetahuinya.
163
  
Berdasarkan keterangan diatas disebutkan bahwa perkawinan antara 
paman dengan keponakan merupakan perkawinan yang tidak diperbolehkan 
dan diharamkan dalam hukum Islam karena menikah dengan wanita yang 
haram dinikahi sebab hubungan nasab. Walaupun pada dasarnya tiap laki-laki 
Islam boleh kawin dengan wanita mana saja namun demikian juga diberikan 
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 Musadi, S.Ag., M.Pd.I, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi, Wawancara 
Pribadi, 
Senin
 5 Juni 2017, jam 10.00 - 11.00 WIB. 
162
 Manuar, masyarakat Dukuh Cermo, Wawancara Pribadi, Jumat 19 Mei 2017, jam 09.00 -
10.00 
WIB
. 
163
 Wuryatmini, kakak keponakan dari pelaku masyarakat Dukuh Ngledok, Wawancara 
Pribadi, 17 Mei 2017, jam 09.00 - 10.00 WIB. 
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pembatas-pembatas. Pembatas itu bersifat larangan. Sifat larangan itu karena 
hubungan darah, hubungan susuan dan hubungan semenda. Larangan-
larangan tersebut berlaku untuk selamanya  (mahram muabbad). 
Larangan perkawinan yang berlaku untuk selamanya, ditegaskan 
dalam Al Qur‟an surat An Nisa ayat 22 – 23, disebutkan wanita-wanita yang 
haram dikawini ialah ibu tiri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi 
(saudara perempuan ayah), bibi (saudara perempuan ibu), kemenakan (anak 
perempuan dari saudara laki-laki dan saudara wanita), ibu susuan, saudara 
perempuan susuan, mertua (ibu-isteri), anak tiri (anak istri apabila si isteri 
telah dicampuri), menantu (isteri anak kandung). 
Disamping larangan perkawinan dalam Islam yang ditegaskan dalam 
Al Qur‟an surat An Nisa ayat 22 – 23, masih ada larangan perkawinan yang 
sifatnya untuk selama-lamanya yang dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-
Undang perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
164
 
Dari pemahaman masyarakat berdasarkan keterangan diatas, 
masyarakat mengetahui bahwa perkawinan antara paman dengan keponakan 
termasuk larangan perkawinan karena nasab atau sedarah, tetapi masyarakat 
membiarkan perkawinan tersebut dan masyarakat mengabaikannya (tidak mau 
mengambil kebijakan) dengan solusi pembatalan perkawinan yang diajukan 
                                                          
164
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan),…. hlm. 31. 
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ke Pengadilan Agama, karena masalah perkawinan merupakan hak privasi 
seseorang yang bersangkutan.    
Untuk menghindari terjadinya perkawinan yang dilarang karena 
melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama maka perlu adanya 
upaya efektif yaitu dengan pencegahan perkawinan yang dapat dilakukan oleh 
pihak keluarga atau calon mempelai, dengan penolakan perkawinan yang  
dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila ada larangan 
terhadap perkawinan dan pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh 
keluarga atau pejabat jika perkawinannya tidak memenuhi persyaratan.
165
 
Dalam hal ini, apabila ada perkawinan yang tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan yang berhubungan dengan larangan 
perkawinan (syarat materiil) maka perkawinannya dapat dicegah sehingga 
terjadi pencegahan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, 
apabila tidak ada pihak yang melakukan pencegahan perkawinan, maka 
pencegahan dapat dilakukan oleh para keluarga garis keturunan lurus keatas 
dan kebawah maupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkawinan.
166
 
Seharusnya apabila para pihak terdapat larangan perkawinan maka 
Kantor Urusan Agama sebagai pegawai pencatat perkawinan menolak 
perkawinan karena terjadi larangan perkawinan, dalam hal ini Kantor Urusan 
                                                          
165
 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi 
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai 
Kompilasi
 
Hukum Islam),…hlm. 100. 
166
 Ibid, … hlm. 101. 
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Agama (KUA) harus meneliti secara jelas mengenai syarat-syarat calon 
mempelai, agar tidak terjadi perkawinan yang haram untuk dinikahi, tetapi 
telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Padahal perkawinan antara 
paman dengan keponakan merupakan suatu larangan perkawinan di dalam Al 
Qur‟an surat An Nisa‟ ayat 23 sudah jelas keharamannya, para pelaku sudah 
melanggar ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.  
Dalam BAB III penulis menguraikan mengenai kondisi keagamaan di 
Desa Cermo, bahwa mayoritas penduduk Desa Cermo beragama Islam. 
Meskipun masyarakat dalam menjalankan agamanya terutama agama Islam 
berjalan dengan baik, namun para pelaku masih yakin bahwa perkawinan 
karena hubungan nasab tidak dilarang agama sekalipun para pelaku dan 
masyarakat ada yang mengetahui tentang larangan perkawinan karena nasab 
atau sedarah, tetapi para pelaku dan masyarakat tidak begitu menghiraukan 
karena perkawinannya sudah terlanjur terjadi.  
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Antara Paman Dengan 
Keponakan di Desa Cermo Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali 
Perkawinan antara paman dengan keponakan di Desa Cermo 
Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali merupakan perkawinan yang didalam 
Al Quran dan hadist tidak ada ketentuan mengenai dasar hukum pembolehan 
terhadap perkawinan yang dilakukan oleh paman dengan keponakan.
167
 
Bahkan Allah mengharamkan menikahi keponakan sendiri maupun pamannya 
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 Satria Efendi dan M.Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 99.  
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sendiri, Al Qur‟an menjelaskan hukum perkawinan mengenai wanita-wanita 
yang haram dinikahi dalam surat An-Nisa ayat 23, sebagai berikut : 
                
                          
                       
                    
                       
                       
           
Artinya :  
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 
perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang 
menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); 
anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu 
campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 
bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan 
(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah 
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terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.
168
 
Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan Islam  ada dua 
macam yaitu mahram muabbad (berlaku haram untuk selamanya) dan 
mahram muaqqat (berlaku untuk sementara waktu). Meskipun laki-laki boleh 
melakukan perkawinan dengan perempuan mana saja, dalam hukum Islam 
telah memberikan batasan-batasan mengenai wanita yang akan dinikahi, 
karena tidak semua wanita boleh dinikahi atau haram dinikahi yang bersifat 
larangan. Larangan ini disebabkan karena hubungan nasab atau kekerabatan, 
karena hubungan persusuan, karena hubungan mushaharah, yang sifatnya 
haram untuk selamanya. Disamping itu juga ada larangan yang sifatnya untuk 
sementara waktu.
169
 
Dalam hal ini terkait perkawinan antara paman dengan keponakan 
merupakan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya (mahram 
muabbad) karena hubungan nasab yang disebutkan dalam surat an Nisa ayat 
32 :  
                
     …. 
 
 
                                                          
168
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan terjemahannya, Pustaka Agung 
Harapan , 2006. hlm. 105.  
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 Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, ( Jakarta, Kencana : 2006), hlm. 110. 
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Artinya :  
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang 
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan, Saudara-saudara ibumu yang perempuan,  anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan… 
Segala hal yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan sudah ada 
ketentuan-ketentuannya di dalam Al Qur‟an maupun Hadist. Sehingga, 
perkawinan antara paman dengan keponakan di Desa Cermo Kecamatan 
Sambi Kabupaten Boyolali termasuk dalam larangan perkawinan yang secara 
jelas dalil keharamannya terdapat dalam Surat An Nisa‟ ayat 23. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam larangan perkawinan karena pertalian 
nasab dijelaskan dalam Pasal 39 : Dilarang melangsungkan perkawinan antara 
seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: 
1. Karena pertalian nasab : 
a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang diturunkannya atau 
keturunannya.  
b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. 
c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 
2. Karena pertalian kerabat semenda : 
a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. 
b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya. 
c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali 
putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al 
dukhul.  
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d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunanya.170 
3. Karena pertalian susuan : 
a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus 
keatas; 
b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke 
bawah; 
c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke 
bawah; 
d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; 
e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.171 
Apabila perkawinan antara paman dengan keponakan di Desa Cermo 
sebelumnya telah terjadi pencatatan perkawinan, maka sebenarnya 
perkawinannya harus dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap syarat 
perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 menyatakan bahwa 
“perkawinan batal apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang 
mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu 
yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974, yaitu”: 
1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. 
                                                          
170
 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum 
Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2015). hlm. 333. 
171
 Ibid…, hlm. 334. 
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2. berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu antara 
saudara, saudara orang tua dan saudara neneknya. 
3. hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak 
tiri. 
4. berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, 
bibi atau paman susuan.
172
 
Berkenaan dengan pihak-pihak yang mempunyai hak untuk dapat 
mengajukan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan 
(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) Pasal 23, “Yang dapat mengajukan 
pembatalan perkawinan yaitu : 
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; 
b. Suami atau istri; 
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; 
d. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan 
hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi setelah 
perkawinan itu putus.173 
Meskipun pelaku dan masyarakat mengetahui perkawinannya termasuk 
larangan perkawinan karena nasab atau sedarah, tetapi dalam hal ini pelaku 
tidak mau melakukan fasakh dan tidak ada yang mengajukan pembatalan 
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perkawinan karena dengan berbagai alasan baik suka sama suka maupun harta 
kekayaannya.  
Padahal. apabila perkawinan telah berlangsung, dari perkawinan itu telah 
mempunyai anak dan harta bersama, dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) menyatakan “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan 
hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”. Dengan demikian 
pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah 
mereka lahirkan.
174
 
Dalam hal ini, perkawinan antara paman dengan keponakan yang 
merupakan larangan perkawinan, tetapi perkawinan tersebut telah dicatatkan 
di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga perkawinannya mempunyai akta 
nikah atau buku kutipan akta nikah, padahal syarat perkawinannya belum 
terpenuhi karena wanita yang dinikahi termasuk wanita yang haram untuk 
dikawini, kondisi seperti ini telah terjadi di Desa Cermo sehingga masih 
ditemukan perkawinan antara paman dengan keponakan yang sudah 
dicatatkan di Kantor Urusan Agama . 
Bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administrative 
sebagai bukti telah terjadinya perkawinan yang dianggap penting karena 
melalui pencatatan perkawinan telah dilangsungkan perkawinan yang sah.
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Para ulama menyebutkan pencatatan nikah dengan maslahat al-mursalah, 
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Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat 
penting untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya.
176
 
Keseluruhan larangan perkawinan yang telah diatur dalam Al Qur‟an dan 
hadis maupun dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 
Islam dapat diketahui bahwa perkawinan antara paman dengan keponakan di 
Desa Cermo Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali merupakan perkawinan 
yang tidak diperbolehkan atau diharamkan dalam hukum Islam karena 
perkawinan tersebut termasuk dalam larangan perkawinan yang berlaku 
haram untuk selamanya (Mahram Muabbad) yang disebabkan karena adanya 
hubungan nasab atau kekerabatan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Umumnya perkawinan antara paman dengan keponakan yang telah 
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan informasi, agar 
Kantor Urusan Agama (KUA) lebih berhati-hati dan teliti dalam 
melakukan pencatatan nikah karena perkawinan tersebut termasuk dalam 
larangan perkawinan. Pelaksanaan perkawinan antara paman dengan 
keponakan di Desa Cermo terjadi karena motivasi terhadap faktor harapan 
harta, faktor suka sama suka maupun faktor hamil diluar nikah.  
2. Pendapat masyarakat terkait perkawinan antara paman dengan keponakan 
yang terjadi di Desa Cermo masyarakat mengetahui bahwa perkawinan 
antara paman dengan keponakan termasuk larangan perkawinan karena 
nasab, namun masyarakat mengabaikannya (tidak mau mengambil 
kebijakan) dengan solusi pembatalan perkawinan, karena perkawinan  
merupakan hak privasi seseorang tetapi dibiarkan sehingga menjadi 
masalah negara.    
3. Dalam tinjauan hukum Islam perkawinan antara paman dengan keponakan 
termasuk perkawinan yang diharamkan. Perkawinan antara paman dengan 
keponakan merupakan perkawinan yang dilarang dalam syariat Islam 
karena perkawinan tersebut termasuk dalam larangan perkawinan yang 
berlaku haram untuk selamanya (Mahram Muabbad) yang disebabkan 
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karena adanya hubungan nasab atau kekerabatan yang telah dijelaskan 
dalam Al Quran Surat An-Nisa‟ ayat 23. Larangan perkawinan karena 
pertalian nasab juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 70.  
B. Saran 
1. Bagi orang tua, sebagai pihak yang mempunyai peran penting dalam 
tanggungjawab kehidupan anak-anak hendaknya orang tua memperhatikan 
dengan sungguh-sungguh terkait hubungan nasab untuk menghindari 
perkawinan yang terjadi dalam satu nasab atau hubungan darah.  
2. Dalam melangsungkan perkawinan hendaknya calon suami istri terlebih 
dahulu memperhatikan dengan siapa mereka akan melangsungkan 
perkawinan dan dengan siapa mereka dilarangnya baik menurut  hukum 
Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia. 
3. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di setiap Kecamatan  
untuk pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat 
Nikah (PPN), agar lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan 
pencatatan nikah atau pemeriksaan nikah dan perlu memberikan 
sosialisasi atau penyuluhan terlebih dahulu terkait materi dalam Undang-
Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam mengenai larangan 
perkawinan untuk masyarakat awam. 
4. Untuk tokoh agama maupun tokoh masyarakat hendaknya memberikan 
penyuluhan kepada masyarakat mengenai hukum Islam, khususnya 
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tentang perkawinan dan larangan perkawinan. Agar masyarakat dapat 
mengetahuinya, lebih memahami dan dapat membedakan perkawinan 
yang dilarang maupun perkawinan yang diperbolehkan dalam hukum 
Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia.     
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Lampiran 1 
Hari/Tanggal  : Jumat, 19 Mei 2017 
Topik  : Wawancara dengan tokoh agama 
Informan   : Bapak Amzah 
Lokasi Wawancara : Rumah Bapak Amzah Dukuh Dalangan Desa Cermo 
Waktu  : 10.00-11.00 WIB 
Daftar Pertanyaan Penelitian Untuk Tokoh Agama : 
Peneliti :  Bagaimana pendapat bapak mengenai perkawinan antara paman dengan     
keponakan yang terjadi di Desa Cermo ini? Apakah dalam hukum Islam 
melarang perkawinan antara paman dengan keponakan? 
Informan :Sebelum mengarah pada pembahasan perkawinan antara paman dengan  
keponakan yang terjadi di Desa Cermo, perlu saya perjelas dahulu 
mengenai perkawinan antara paman dengan keponakan dalam hukum 
Islam, bahwa dalam hukum Islam perkawinan antara paman dengan 
keponakan termasuk larangan perkawinan yang disebabkan karena masih 
dalam hubungan nasab. Karena didalam Al Qur‟an Surat An-Nisa‟ ayat 
22 dan 23 perkawinan antara paman dengan keponakan sudah jelas jelas 
haram. Jadi perkawinan antara paman dengan keponakan yang terjadi di 
Desa Cermo ini termasuk haram. Karena perkawinan tersebut juga masih 
muhrim itu jelas dilarang. 
Peneliti :   Menurut bapak kebijakan apa saja yang bisa diambil apabila perkawinan 
antara paman dengan keponakan sudah terjadi di Desa Cermo ini pak?    
Informan : Secara agama kan sudah jelas dilarang dan hukumnya termasuk haram. 
Sebaiknya tidak melakukan perkawinan yang masih dalam hubungan 
nasab. Kalau bisa cari laki-laki atau perempuan lain yang tidak ada 
hubungan nasabnya. Apabila perkawinan antara paman dengan 
keponakan sudah terjadi, perkawinan tersebut menjadi fasakh, harus 
dibatalkan. Seperti kasus ketika saya dahulu di Magelang, juga ada 
masyarakat yang melakukan perkawinan paman dengan keponakan, 
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ketika orang tuannya sudah mengetahui bahwa perkawinan tersebut 
haram, akhirnya perkawinannya itu dibatalkan. 
Peneliti :  Bagaimana pendapat bapak mengenai masalah pemahaman keagamaan di 
Desa Cermo ini, terkait perkawinan antara paman dengan keponakan 
yang sudah terjadi dan dilakukan masyarakat Desa Cermo?   
Informan : Terkait pemahaman keagamaan yang terjadi di Desa Cermo ini, menurut 
saya masih terlihat kurang apa lagi dalam masalah perkawinan, ada yang 
mengetahui dan ada juga yang tidak mengetahui bahwa perkawinan 
tersebut dilarang. Masyarakat yang mengetahui perkawinan tersebut 
diharamkan hanya sebatas mengetahuinya. Tetapi dalam menyatakan 
keharamannya ada masyarakat yang tidak mengungkapkan keharamannya 
di dalam Nash Al Quran.     
Peneliti : Menurut bapak faktor penyebab terjadinya perkawinan antara paman 
dengan keponakan, yang bapak ketahui penyebabnya apa saja pak?  
Informan :  Biasanya sebab yang terjadi itu adanya harapan harta agar tidak berpindah 
kepada saudaranya. Yang saya ketahui seperti kasus di Magelang terjadi 
perkawinan paman dengan keponakan tujuannya juga mengharapkan 
harta orang tuanya agar tidak berpindah kepada saudara yang lainnya. 
Peneliti : Bagaimana dampak atau akibat perkawinan antara paman dengan 
keponakan yang terjadi di Desa Cermo ini pak? 
Informan : Di Desa Cermo ini ada 2 (dua) keluarga yang melakukan perkawinan 
antara paman dengan keponakan. Dampak yang terlihat jelas itu, 
akibatnya anak yang nomer 2 (dua) dalam hal berbicaranya kurang jelas.    
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Lampiran 2 
Hari/Tanggal  : Senin, 5 Juni 2017. 
Topik              : Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi 
Informan  : Bapak Musadi, S.Ag., M.Pd.I. 
Lokasi Wawancara : KUA Kecamatan Sambi 
Waktu : 10.00 - 12.00 WIB.  
Daftar Pertanyaan Penelitian Untuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi: 
Peneliti :  Apakah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi menerima perkawinan 
paman dengan keponakannya pak? 
Informan : Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi tidak mau menerima apabila 
calon pengantinnya masih dalam hubungan nasab. Karena dalilnya sudah 
jelas dalam Al Quran Surat An-Nisa‟ ayat 23. Perkawinan seperti itu 
apabila terjadi mengakibatkan fasakh terjadinya pembatalan perkawinan. 
Di dalam hukum Islam larangan perkawinan kan ada 3 (tiga)  yaitu karena 
hubungan nasab, hubungan mushaharah dan hubungan susuan.  
Peneliti : Apabila terjadi perkawinan paman dengan keponakan yang sudah 
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambi, 
bagaimana pak? 
Informan : Apabila terjadi perkawinan seperti itu perkawinan harus dibatalkan atau 
menjadi fasakh yang diajukan ke Pengadilan Agama. Hal ini kembali 
kepada yang bersangkutan karena perkawinan ini menyangkut hak privasi 
seseorang yang melakukan perkawinan tersebut. 
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Lampiran 3 
Hari/Tanggal  : Minggu, 28  Mei 2017 
Topik  : Wawancara dengan Kaur Pembangunan (Muddin) 
Informan   : Bapak Parjuno 
Lokasi Wawancara : Rumah Bapak Parjuno Dukuh Kalikijing Desa Cermo 
Waktu  : 10.00-11.00 WIB 
Daftar Pertanyaan Penelitian Untuk Kaur Pembangunan (Muddin)  : 
Peneliti :   Dari informasi yang saya dapatkan di Desa Cermo ini, terdapat beberapa 
keluarga yang melakukan perkawinan antara paman dengan keponakan? 
Menurut bapak bagaimana pendapat masyarakat mengenai perkawinan 
tersebut? 
Informan : Iya benar mbak, di Desa Cermo ini ada 2 (dua) keluarga yang melakukan 
perkawinan paman dengan keponakan. Di Dukuh Ngledok dan di Dukuh 
Cermo. Untuk masyarakat Desa Cermo tidak begitu menghiraukan karena 
permasalahan tersebut sudah menjadi urusan keluarganya.  
Peneliti : Bagaimana pemahaman bapak mengenai perkawinan paman dengan 
keponakan yang telah terjadi di Desa Cermo, yang saat ini perkawinannya 
masih  berlangsung? 
Informan: Sebenarnya dalam hukum Islam perkawinan paman dengan keponakan 
tidak diperbolehkan karena sudah jelas dalilnya dalam Al Quran Surat An 
Nisa ayat 23, apabila ada masyarakat yang melakukan perkawinan 
tersebut biarlah ditanggung pelakunya. 
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Peneliti :    Bagaimana tanggapan bapak terkait perkawinan paman dengan keponakan 
di Desa Cermo ini, bahwa pelaku yang melakukan perkawinan tersebut 
beragama Islam?   
Informan: Karena perkawinannya sudah menjadi kehendak para pihak dan seumpama 
akhirnya berdampak tidak baik, misalnya pernikahannya adanya suatu 
kebohongan kan yang menanggung dosa tersebut pelaku yang 
melakukannya. 
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Lampiran 4 
Hari/Tanggal  : Kamis, 11 Mei 2017. 
Topik  : Wawancara dengan pelaku di Dukuh Ngledok 
Informan   : Ibu Suwarti 
Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Suwarti Dukuh Ngledok 
Waktu  : 11.00-12.00 WIB 
Daftar Pertanyaan Penelitian Untuk Pelaku Perkawinan Paman dengan Keponakan di 
Dukuh Ngledok : 
Peneliti   : Sejauh mana pemahaman ibu terkait hukum Islam? 
Informan : Belum pernah mendapatkan pelajaran mengenai hukum Islam Nduk. 
Peneliti   : Apakah pendidikan terakhir ibu dan suami ibu? 
Informan: Kalau saya sendiri SMP Umum Nduk, tapi kalau suami saya SMEA 
Kristen Simo. 
Peneliti   : Bagaimana silsilah keluarga yang terjadi di keluarga ibu dan suaminya? 
Informan: Ayah dari suami saya bernama Mbah Kartono, ibu dari suami saya 
bernama Mbah Waginah. Perkawinan mereka mempunyai 5 (lima) orang 
anak. Anak yang pertama ibu saya Surti, Sulasmi, Parti, Supono, Suami 
saya (Agus Supriyanto) anak ragil (yang  terakhir). Kemudian ibu saya 
Surti menikah dengan Sumardi yang sekarang sudah meninggal. 
Perkawinannya ibu saya mempunyai 3 (tiga) orang anak dan saya anak 
yang nomer satu.  
Peneliti : Berarti ibu dan suami ibu menikah paman dengan keponakannya? 
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Informan : Iya Nduk, saya nikahnya cuma dengan lekku dewe (pamannya sendiri). 
Peneliti :  Kapan ibu menikah dengan bapak Agus Supriyanto? 
Informan : Seingat saya dahulu tanggal 20 Agustus 1998. 
Peneliti : Mengapa perkawinan tersebut bisa terjadi bu?  
Informan :  Sebelum saya menikah dengan lek saya atau saudara ibu saya, sebenarnya 
dahulu ada seorang laki-laki Dukuh Kleco yang suka dengan saya, tetapi 
ibu saya tidak membolehkannya. Akhirnya ibu saya menyuruh saya 
menikah dengan lek saya, setelah itu saya manut (setuju) apa yang 
diinginkan ibu saya dan saya juga suka dengan saudara ibu saya yang 
sekarang menjadi suami saya.     
Peneliti : Dimana ibu melangsungkan pernikahannya? 
Informan : Dahulu saya menikah di KUA Sambi. 
Peneliti : Faktor apa yang menyebabkan ibu menikah dengan suami ibu? 
Informan : Karena keinginan ibu saya, saya menjadi setuju apa yang diinginkan ibu 
saya. Akhirnya juga saling suka sama suka terus menikah.   
Peneliti : Sekarang anaknya ibu berapa? Kelahiran pada tahun berapa bu? 
Informan : Anak saya 2 (dua) Nduk. Anak yang pertama kelas 1 (satu) SMK Umum 
kelahiran tahun 2002 dan anak saya yang nomer dua kelahiran tahun 
2015.   
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Lampiran 5 
Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Mei 2017. 
Topik  :Wawancara dengan saudara pelaku dan saksi nikah dari perkawinan 
antara paman dengan keponakan di Dukuh Ngledok 
Informan   : Bapak Supono 
Lokasi Wawancara : Rumah Bapak Supono Dukuh Ngledok 
Waktu  : 16.00-17.30 WIB 
Daftar Pertanyaan Penelitian Untuk Saudara Pelaku dan saksi nikah dari perkawinan 
antara paman dengan keponakan di Dukuh Ngledok : 
Peneliti : Bagaimana pelaksanaan perkawinan antara paman dengan keponakan yang 
terjadi di Dukuh Ngledok ketika di KUA Sambi pak ? 
Informan : Pelaksanaan perkawinannya dilakukan seperti dengan perkawinan biasa 
yang dilakukan oleh masyarakat adanya rukun-rukun dalam perkawinan. 
Peneliti : Dahulu perkawinan paman dengan keponakan kok bisa terjadi di  
saudaranya bapak, bagaimana ceritanya pak?  
Informan : Dahulu sebelum mereka menikah kakak saya Surti bilang dengan Mbah 
Citro. Mbah Citro itu saudarannya bapak saya. Kakakku bilang ke Mbah 
Citro kalau anaknya yang bernama Suwarti itu hamil yang dihamili oleh 
adik saya Priyo soalnya dulu panggonane (tempatnya) sak omah karo 
simbok (serumah dengan ibunya), terus Mbah Citro percoyo, Warti dan 
Priyo dinikahkan di KUA Sambi. Lama kelamaan saudaranya mengetahui 
bahwa Suwarti tidak hamil. Soalnya mbak saya itu berkeinginan anaknya 
meningkah dengan orang yang kaya.  
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Peneliti : Menurut bapak apakah tujuan dari perkawinan paman dengan keponakan 
yang terjadi terhadap saudara bapak? 
Informan : Yang saya alami sendiri biar harta yang dimiliki orang tuanya saya tidak 
berpindah ke saudaranya. Dahulu bapak saya pesen kalau tanah dan 
rumah yang dibagian depan untuk saya, terus tanah beserta rumah yang 
bagian belakang untuk adik saya. Setelah mereka menikah tanah yang 
bagian depan atau tanah saya ternyata sudah disertifikatkan adik saya atas 
nama Priyo, soalnya dulu ketika saya bekerja di Semarang jadinya saya 
tidak tahu kalau semua tanah yang bagian depan dan belakang sudah 
disertifikatkan Priyo. 
Peneliti   : La terus tanah dan rumah yang dibagian depan itu berukuran berapa pak? 
Informan : Berukuran 9 m2 x 12 m2. 
Peneliti : Dahulu keadaan ekonomi di keluarganya bapak bagaimana pak? Dan 
keadaan ekonomi di keluarganya saudara bapak, yang bapak ketahui 
bagaimana pak?  
Informan : Pendapatnya ya cuma pas pas an. Dahulu bapak saya ketika saya kecil 
sudah meninggal dan ibu saya hanya bekerja sebagai pedagang sayur dan 
untuk keluarganya mbak saya dulu suaminya ketika anaknya masih kecil 
juga sudah meninggal dan mbak saya dulu bekerja menjadi buruh.    
Peneliti : Bagaimana dampak yang terjadi akibat perkawinan paman dengan 
keponakan yang terjadi dengan saudara bapak? 
Informan : Pertama, Anak yang nomer 2 (dua) bernama Indra berbicaranya kurang 
jelas, sampai saat ini Indra yang sudah berumur 2 (dua) tahun 
berbicaranya masih kurang jelas. Dikarenakan kanca sebarakan Indra 
sudah lancar dalam berbicara. 
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  Kedua, akibatnya Suwarti dan Ibunya sering dukunke, ketika rumah saya 
masih deket dengan rumahnya adik saya, ternyata dibagian punggung 
saya ada benjolan saya obatkan ke dokter tidak sembuh sembuh. Ketika 
saya ke kyai dan mengatakan penyakit yang saya alami, katanya kyai 
yang membuat penyakitnya Suwarti biar lungkrah males kerjo.   
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Lampiran 6 
Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Mei 2017. 
Topik : Wawancara dengan kakak keponakan dari pelaku perkawinan paman 
dengan keponakan masyarakat Dukuh Ngledok  
Informan     : Ibu Wuryatmini 
Lokasi Wawancara : Di rumah Ibu Wuryatmini di Dukuh Ngledok 
Waktu          : 09.00-10.00 WIB 
Daftar Pertanyaan Penelitian Untuk  kakak keponakan dari pelaku perkawinan paman 
dengan keponakan masyarakat Dukuh Ngledok : 
Peneliti : Dari informasi yang saya dengar apakah di Dukuh Ngledok ini ada yang 
melakukan perkawinan paman dengan keponakan bu? 
Informan :Iya mbak di Dukuh Ngledok ada satu keluarga yang melakukan 
perkawinan paman dengan keponakan. 
Peneliti :   Bagaimana pendapat Ibu terkait perkawinan paman dengan keponakan di 
Dukuh Ngledok ini? 
Informan : Diperbolehkan apa tidaknya saya tidak mengetahui mbak, setahu aku ya 
cuma perkawinannya sedarah karena saya sekolahnya cuma sekolah 
umum. La KUA juga mau meningkahkan perkawinannya itu mbak. 
Peneliti   : Dahulu dicatatkan di KUA mana bu? 
Informan  :Dulu dicatatkan di KUA Sambi saya dan suami saya juga mengantarnya 
ke KUA Sambi.  
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Peneliti  :Bagaimana dampak atau akibat yang dialami tetangga ibu dalam melakukan 
perkawinan sedarah ? 
Peneliti :  Akibate yang saya ketahui mengalami penyakit tulang ketika dulu Suwarti 
cerita dengan saya katanya dokternya tulangnya kropos pada bagian kedua 
kaki. Yang diherankan penyakitnya yang diderita itu bisa sama dengan 
ibunya sampai saat ini penyakit yang diderita belum sembuh-sembuh, 
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Lampiran 7  
Hari/Tanggal : Minggu, 21 Mei 2017. 
Topik : Wawancara dengan adik keponakan pelaku perkawinan paman 
dengan keponakan di Dukuh Cermo 
Informan  : Ibu Erna 
Lokasi Wawancara : Dukuh Cermo 
Waktu : 09.00-10.00 WIB 
Daftar Pertanyaan Penelitian Untuk adik keponakan pelaku perkawinan antara paman 
dengan keponakan di Dukuh Cermo : 
Peneliti : Dari informasi yang saya dengar apakah di Dukuh Cermo ini ada yang 
melakukan perkawinan paman dengan keponakan mbak? 
Informan : Iya ada mbak, kakak keponakan saya sendiri. 
Peneliti : Bagaimana perkawinan paman dengan keponakan yang dialami kakak 
keponakan mbak bisa terjadi? 
Informan :Karena keluarga dari pihak laki-laki keluarganya kaya dan saling suka 
sama suka, sebelum menikah kakak keponakan saya sudah hamil dulu 
dengan Supat akhirnya mereka menikah di Sumatera. Soalnya 
keluarganya mereka tinggal di Sumatera. 
Peneliti : Kapan kakak keponakan mbak tinggal di Desa Cermo ini? 
Informan : Sekitar umuran anaknya yang pertama berumur 2 tahun. 
Peneliti : Anaknya kakak keponakan mbak yang pertama lahir pada tahun berapa? 
Informan : Sekitar tahun 1996. 
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Peneliti : Dahulu perkawinannya dicatatkan di KUA apa tidak mbak? 
Informan : Dicatatkan dan mempunyai buku nikah. 
Peneliti : Dicatatkan di KUA mana mbak? 
Informan : KUA Sumatera   
Peneliti : Bagaimana faktor perkawinan paman dengan keponakan yang terjadi 
dengan kakak keponakan mbak? 
Informan : Faktornya ya suka sama suka dan terus keluarga mas Supat orangnya juga 
kaya. 
Peneliti : Bagaimana dampak yang terjadi akibat perkawinan paman dengan 
keponakan terhadap kakak keponakan mbak? 
Informan : Akibatnya anak yang laki laki bernama Riko dalam berbicara kurang jelas 
atau memiliki kebisuan. 
Peneliti :  Bagaimana keadaan ekonomi kakak keponakan mbak sebelum meningkah? 
Informan: Keadaan ekonominya cuma pas pas an mbak. Berbeda dengan keluarganya 
mas Supat . 
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Lampiran 8 
Hari/Tanggal : Jumat, 19 Mei 2017. 
Topik   : Wawancara dengan salah satu masyarakat Dukuh Cermo 
Informan  : Bapak Manuar 
Lokasi Wawancara : Di rumah Bapak Manuar Dukuh Cermo 
Waktu : 09.00-10.00 WIB 
Daftar Pertanyaan Penelitian Untuk  salah satu masyarakat Dukuh Cermo : 
Peneliti : Dari informasi yang saya dengar apakah di Dukuh Cermo ini ada yang 
melakukan perkawinan paman dengan keponakan pak? 
Informan : Tetangga saya ada satu keluarga yang melakukan perkawinan paman sama 
ponakane. 
Peneliti : Perkawinannya sampai bisa terjadi bagaimana pak? 
Informan : Dulu Ruminem sebelum menikah sudah hamil dulu dengan Supat dan 
akhirnya untuk menutupi rasa malunya kepada tetangga mereka menikah 
di Sumatera. 
Peneliti : Menurut bapak, Bagaimana faktor penyebab terjadinya perkawinan paman 
dengan keponakan di Dukuh Bapak? 
Informan : Faktore podho senenge mbak ( faktornya suka sama suka), karena hawa 
nafsunya sehingga terjadi hamil sebelum nikah, karena kebiasaan disini 
itu terkait pergaulan tidak ada pembatasnya.  
Peneliti : Anak yang pertama tetangganya bapak yang melakukan perkawinan paman 
dengan keponakan lahir tahun berapa pak?  
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Informan : Anak pertama Ayuk lahir sekitaran tahun 1996 mbak, seingetku dulu 
kacek setahun karo anakku mbak (seingatnya lebih satu tahun dengan 
anaknya). 
Peneliti    : Bagaimana pendapat bapak terkait perkawinan paman dengan keponakan? 
Informan : Sebenarnya tidak diperbolehkan karena mereka menikah yang sedarah 
tetapi untuk ketidakbolehannya di dalam Al Quran Surat apa atau ayat 
berapa saya belum mengetahuinya dan saya rasa sebagian masyarakat 
Dukuh Cermo juga mengatakan begitu.  
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Lampiran 9 
Hari/Tanggal  : Rabu 17  Mei 2017 
Topik  : Wawancara dengan pelaku di Dukuh Cermo 
Informan   : Ibu Ruminem 
Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Ruminem Dukuh Cermo 
Waktu  : 09.00-10.00 WIB. 
Daftar Pertanyaan Penelitian Untuk Pelaku Perkawinan Paman dengan Keponakan di 
Dukuh Cermo : 
Peneliti : Sejauh mana pemahaman ibu terkait hukum Islam? 
Informan : Mengenai pemahaman hukum Islam masih kurang mbak, soalnya dulu 
sekolahnya dari SD sampai SMK pelajarannya umum. 
Peneliti : Untuk suami ibu pendidikan terakhirnya apa bu? 
Informan : Sama seperti saya mbak juga SMK.  
Peneliti : Bagaimana silsilah keluarga yang terjadi di keluarga ibu dan suaminya? 
Informan : Ayah dari suami saya bernama Mbah Niti, ibu dari suami saya bernama 
Mbah Parikem. Perkawinan mereka mempunyai 6 (enam) orang anak. 
Anak yang pertama Parno, Pardi, Ngatino, Juminah, anak yang kelima 
suami saya (Supat), setelah itu anak yang terakhir Sarno. Ayah saya 
bernama Pardi. 
Peneliti :  Kapan ibu menikah dengan bapak Supat? 
Informan : Sekitar tahun 1996 mbak. 
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Peneliti : Mengapa perkawinan tersebut bisa terjadi bu? 
Informan : Soalnya dulu saya sebelum menikah sudah hamil dulu dengan suami saya. 
Peneliti : Terus perkawinan ibu dengan suami ibu dicatatkan apa tidak bu? Kalau 
dicatatkan, dicatatkan di KUA mana bu? 
Informan : Ya pokoknya dicatatkan di KUA mbak. 
Peneliti  : Faktor apa yang menyebabkan ibu menikah dengan suami ibu? 
Informan : Faktore ya suka sama suka. 
Peneliti : Sekarang anaknya ibu berapa? Kelahiran pada tahun berapa bu? 
Informan :  Anak yang pertama Ayuk lahir tahun 1996, Anak yang kedua Riko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
149 
 
 
Gambar 1 
Peta Desa Cermo Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali 
 
Sumber : Profil Desa Cermo. 
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Gambar 2 
Tingkat Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Cermo 
 
Sumber : Profil Desa Cermo  
Gambar 3 
Tingkat Perkembangan Jumlah Penduduk di Desa Cermo 
 
Sumber : Profil Desa Cermo  
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Gambar 4 
Tingkat Jumlah Penduduk Berdasar Agama di Desa Cermo 
 
Sumber : Profil Desa Cermo  
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